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Zulkifli Mukhtar, stambuk B111 10 905, Aspek Hukum Transaksi 
Perdagangan Lintas Batas pada Daerah Perbatasan, di bawah bimbingan 
Prof. Juajir  Sumardi SH MH, selaku pembimbing I, dan Maskun SH LL.M, 
selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi dan aturan pada 
transaksi perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan khsusunya 
daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di pulau Sebatik, dan 
mengetahui pengaruh transaksi perdagangan di daerah perbatasan pulau 
Sebatik. 
 Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah menggunakan data skunder yakni data yang di peroleh melalui 
penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari buku- buku, 
jurnal-jurnal, situs internet  dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan 
dengan objek penelitian dan juga menggunakan data primer yakni data 
yang di peroleh dari hasil penelitan langsung di lapangan (field research) 
yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa sumber yang 
memiliki kompeten atas objek penelitan antara lain masyarakat atau tokoh 
masyarakat di pulau Sebatik dan para narasumber yang ada di 
Kementrian Perdagangan RI. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian antara lain bawah aturan 
hukum terhadap transaksi perdagangan lintas batas Indonesia – Malaysia 
di pulau Sebatik di atur pada skala Bilateral Agreement  yakni Border 
Trade Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA), dimana 
BCA terkait dengan pengaturan dengan pengaturan pergerakan barang 
bersifat lintas batas antar negara, sedangkan BTA pengaturan pergerakan 
barang yang bersifat lintas batas antar negara. Namun kedua agreement 
ini perlu di tinjua ulang karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
kebutuhan transaksi perdagangan lintas batas sekarang ini. 
 Pengaruh transaksi perdagangan lintas batas negara perbatasan 
Indonesia – Malaysia di pulau sebatik masih kategori pasar tradisional 
karena sarana dan prasarana perdagangan yang belum terealisasi secara 
optimal, masyarakat Sebatik sering di temukan menggunakan mata uang 
ringgit Malaysia karena nilai tukar lebih tinggi dibanding Rupiah, 
langkanya barang nasional yang berada di pulau Sebatik sehingga 
masyarakat lebih senang mengambil barang di Tawau Malaysia 
dikarenakan akses lebih cepat dan lebih murah dari barang nasional, dan 
masyarakat Sebatik lebih tertarik menjual (ekspor) hasil buminya ke 
Tawau karena infrastruktur dan alat olahan di Sebatik tidak memadai dan 
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Zulkifli Mukhtar, B111 10 905, Legal Aspects of Cross Border Trade 
Transactions on Border Region, under the guidance of Prof. Juajir 
Sumardi SH MH , as a mentor I, and Maskun SH LL.M, as mentors II . 
This study aims to determine the regulations and rules on cross-border 
trade transactions in border areas border regions Specially Indonesia - 
Malaysia on the island of Sebatik and determine the effect of trade 
transactions in border areas Sebatik island . 
The research method used in this paper is to use secondary data ie data 
obtained through the research library (library research) by studying books, 
journals, websites and other documents relating to the object of research 
and also using primary data and data obtained from research results 
directly in the field (field research) is conducted through interviews with 
several sources who have competent research above objects, among 
others, the community or the community leaders in Sebatik island and the 
speakers are there in the Ministry of Trade. 
The results obtained from this research are under the rule of law against 
cross-border trade transactions Indonesia - Malaysia on the island of 
Sebatik set Bilateral Agreement on a scale that Border Trade Agreement 
(BCA) and the Border Trade Agreement (BTA), where BCA associated 
with setting up the arrangement movement cross-border nature of goods 
between countries, while setting smear the movement of goods which is 
cross between countries . But both this agreement needs to re tinjua as no 
longer relevant to the development needs of cross-border trade 
transactions today. 
Effect of cross-border trade transactions Indonesian border - Malaysia on 
the island of Sebatik still a traditional market category because of the 
facilities and infrastructure that have not been realized trade optimally, 
Sebatik communities often found use as Malaysian ringgit currency 
exchange rate is higher than the Euro, the scarcity of national goods 
located on the island of Sebatik so people prefer to take the goods in 
Tawau Malaysia because access is faster and less expensive than the 
national stuff, and people are more interested Sebatik sell (export) to 
Tawau his produce because of the infrastructure and tools in Sebatik 
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A. Latar Belakang Masalah. 
 Tidak ada satu pihak pun didunia ini, termasuk negara, yang 
mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, pada 
zaman ini tidak ada satu pihak pun yang tidak merasa perlu berhubungan 
dengan pihak lain. Hubungan itu, termasuk dalam rangka memenuhi 
kebutuhan barang dan jasa, procurement1. 
 Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang 
berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. 
Hubungan-hubungan  dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup 
banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu  dari barter, jual 
beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunanan, dan 
sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang komplek. 
Kompleks hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling 
tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi 
informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung 
dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam 
bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku 
dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya 
                                                             
1 Procurement merupakan pembelian barang dan jasa oleh perusahaan  
2 
 
yang berada jauh di belahan bumi lain. hal ini tampak lahirnya transaksi-
transaksi yang di sebut dengan e-commerce.2 
 Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek 
hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang 
internasioanal. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan 
internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi 
makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah 
perkembangan dunia. 
Besar dan jayanya negara-negara di dunia tidak terlepas dari 
keberhasilan dan aktivitas negara-negara tersebut di dalam perdagangan 
internasional. Sebagai satu contoh kejayaan Cina di masa lalu tidak 
terlepas dari kebijakan dagang yang terkenal dengan nama “silk road” 
atau jalan suteranya. Silk road tidak lain adalah rute-rute perjalanan yang 
di tempuh oleh saudagar-saudagar Cina untuk berdagang dengan 
bangsa-bangsa lain di dunia3 
 Setelah kejayaan Cina, menyusul negara-negara lain seperti 
Spanyol dengan Spanish Conquistador-nya, Inggris dengan the Brithis 
Empire-nya (beserta perusahaan multinasionalnya yang pertama di dunia, 
yakni „the East-India Company‟, Belanda dengan VOC-nya, dan lain-lain. 
                                                             
2 E-commerce adalah kumpulan tekonologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan 
atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang 
dan informasi melalui internet atau terlevisi. 




Kejayaan negara-negara ini  tidak terlepas dari kebijakan pemerintahnya 
untuk melakukan transaksi dagang Internasional.4 
 Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional ini juga 
telah cukup lama di sadari oleh para pelaku pedagang di tanah air sejak 
abad 17. Salah satunya adalah Amanna Gappa, kepala suku Bugis yang 
sadar akan pentingnya dagang(dan pelayaran) bagi kesejahteraan 
sukunya. Keunggulan perahu-perahu Bugis dalam berlayar dengan hanya 
menggunakan perahu-perahu Bugis yang kecil telah mengurangi lautan 
luas hingga ke Malaya (sekarang menjadi wilayah Singapura dan 
Malaysia).5 
 Esensi untuk bertransaksi dagang ini  adalah dasar filosofinya. 
Telah dikemukakan bahwa berdagang ini merupakan suatu “kebebasan 
fundamental” (fundamental freedom)6. Dengan kebebasan ini, siapa saja 
harus memiliki kebebasan untuk berdagang, kebebasan ini tidak boleh di 
batasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem 
hukum, dan lain-lain. 
Piagam Hak-hak dan kewajiban negara (charter of Economic Right and 
Duties of States) juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk 
melakukan perdagangan internasional. (“every state has the right to 
engage in international trade”)7 
                                                             
4 Ibid, hlm.2 
5 PH.O.L. Tobing, 1997, Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa  (Ujung Pandang: 
Yayasan Kebudayaan Sul-Sel), hlm. 154 
6 Huala Adolf, op.cit, hlm.3 
7 Pasal 4 dari Charter of Economic Right  and Duties of States. 
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 Pengadaan barang dan jasa antara lain dilakukan melalui 
perdagangan yang tidak hanya terjadi dalam suatu negara melainkan 
beberapa. Perdagangan yang melibatkan para pihak dari lebih satu 
negara disebut perdagangan internasional (international trade) atau bisnis 
internasional (international business).  
 World Trade Organanization, sering di singkat dengan WTO, 
merupakan organisasi antar bangsa-bangsa, tetapi khusus hal-hal yang 
berkaitan dengan perdagangan dunia. Meskipun begitu, antara 
perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan WTO sama sekali tidak punya 
hubungan struktural. World Trade Organization adalah suatu organisasi 
perdagangan antar bangsa-bangsa  dengan kekuasaan regulasi, judisial, 
review dan pengayoman, yang didirikan bardasarkan Uruguay Round dari 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), dengan maksud untuk 
mencapai suatu perdagangan dunia yang lebih tertib, lancar, bebas, 
liberal, transparan, dan prediktif dengan sengketa yang dapat diselesaikan 
secara adil.8 
Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam 
pertemuan Double WTO, tidak terlepas dari rangkaian kebijaksanaan di 
sektor perdagangan, berbagai persetujuan hasil putaran Uruguay yang 
disepakati di Marrakesh (Marocco) yang berakhir tahun 1994, merupakan 
kesepakatan untuk memperbaiki situasi hubungan perdagangan 
internasional melalui upaya mempertahankan akses pasar barang dan 
                                                             
8 Munir Fuady, 2004, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO), Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 29 
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jasa, menyempurnakan berbagai peraturan perdagangan, memperluas 
cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT, dan memperbaiki 
kelembagaan atau institusi perdagangan multilateral antara berbagai 
bangsa. Dengan demikian, Indonesia telah terikat untuk mematuhi segala 
kaidah-kaidah yang disepakati dalam persetujuan perdagangan 
internasional, termasuk melakukan perubahan dalam baik terhadap 
instrumen hukum maupun kebijakan pembangunan di bidang 
perdagangan.9 
 Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui 
ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
pengesahan Agreement on Establishing The World Trade 
Organization/WTO  (Persetujuan Pembentukan Oraganisasi Perdagangan 
Dunia) membawa konsekuensi baik eksternal maupun internal, 
konsekuensi eksternal, Indonesia harus mematuhi seluruh hasil 
kesepakatan dalam forum WTO. Konsekuensi internal Indonesia harus 
melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan 
ketentuan hasil kesepakatan WTO, artinya dalam melakukan harmonisasi, 
Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional namun tidak 
melanggar rambu-rambu ketentuan WTO.
10
 
 Sebagai tindak lanjut dari dukungan tersebut, pemerintah Indonesia 
telah menentukan arah kebijaksanaan di bidang hukum yang mendukung 
kegiatan ekonomi sebagaimana dituangkan dalam Garis-Garis Besar 
                                                             
9 Muhammad Sood,2011, Hukum Perdagangan Internasional, cet. 1, RajaGrafindo Persada, 
hlm.13. 
10 Ibid, hlm.14 
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Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, Tap MPR No.IV /MPR/1999. Hal ini 
telah dinyatakan dalam butir 7, bahwa Indonesia mengembangkan 
peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian 
dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan 
nasional.11 
 Dalam menghadapi era globalisasi di bidang ekonomi khususnya 
perdaganan Internasional sangat di butuhkan melakukan hubungan 
hukum atau transaksi antarnegara/bangsa. Hubungan tersebut dalam latar 
belakang permasalahan ini adalah kegiatan perniagaan atau pertukaran 
barang, jasa, modal maupun tenaga kerja, yang meliputi dua kegiatan 
pokok yaitu kegiatan impor adalah memasukkan barang ke dalam daerah 
pabean dan kegiatan ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah 
pabean. 
 Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan luas wilayah sekitar 
5.800.000 km2 berada pada posisi yang sangat strategis di antara negara-
negara di dunia, karena berada pada posisi silang di antara pertengahan 
jalur perdagangan dunia. Namun, posisi yang strategis itu di perkirakan 
dapat menimbulkan berbagai permasalahan, apalagi mengingat semakin 
terbatasnya sumber daya alam, perkembangan dan pertumbuhan 
ekonomi global dan regional.12  
                                                             
11 Ibid, hlm.14 
12 Gusmardi Bustami, Mendorong Perdagangan Lintas Batas, http://djpen.kemendag.go.id/ 




 Permasalahan akan semakin kompleks mengingat bahwa 
berdasarkan data Kementrian negara Pembangunan Daerah tertinggal 
2005 menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten-kabupaten di 
wilayah perbatasan tergolong wilayah tertinggal. Padahal kabupaten di 
wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil di perbatasan, memiliki 
peran yang menentukan sebagai garda terdepan perekonomian bangsa 
Indonesia13. 
 Kondisi tersebut di atas kiranya menyebabkan berbagai persoalan, 
terutama kejahatan yang terjadi di daerah perbatasan khususnya di 
Kalimanta Timur, Sebatik beranda terdepan Indonesia dengan negara 
tetangga Malaysia. Aktivitas perdagangan yang terjadi antara daerah-
daerah perbatasan sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar 
dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah, meningkatkan 
pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan penghasilan 
devisa. Seperti halnya pada daerah perbatasan antara Indonesia– 
Malaysia di Kabupaten Nunukan, telah terjadi aktivitas perdagangan sejak 
dahulu dan semakin berkembang seiring dengan semakin tingginya 
dukungan infrastruktur di kawasan ini. Pemerintah pun memberikan 
fasilitas paspor khusus bagi pelintas batas di mana aktivitas mereka bisa 
setiap hari melewati perbatasan 2 negara yang saling bersengketa itu 
karena aktivitas perdagangan yang mereka lakukan.14 
                                                             
13 Mustafa Abubakar, 2006, Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan: Belajar dari Kasus Sipadan, 
Ligitan dan Sebatik, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. Viii) 
14Gusmardi Bustami, op.cit., hlm. 10 
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B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan 
sebelumnya maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah aturan hukum terhadap transaksi perdagangan 
lintas batas di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di pulau 
Sebatik ? 
2. Bagaimanakah pengaruh transaksi perdagangan lintas batas 
terhadap negara perbatasan Indonesia - Malaysia di pulau 
Sebatik? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap transaksi perdagangan 
lintas batas di daerah perbatasan. 
b. Untuk mengetahui pengaruh transaksi perdagangan lintas batas 
terhadap negara perbatasan Indonesia dan Malaysia di pulau 
Sebatik. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Di harapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran 
dalam ilmu pengetahuan pada umumnya  dan ilmu hukum 
internasional di bidang perdagangan lintas batas pada khususnya 
b. Di harapkan memberikan informasi kepada mahasiswa dan para 




c. Bagi masyarakat, di harapkan dapat menjadi sumber informasi 
yang bermanfaat untuk transaksi perdagangan di daerah 









A. Perdagangan Internasional 
1. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional 
Istilah perdagangan internasional  (International Trade) atau di 
sebut dengan perdagangan antar bangsa-bangsa, pertama kali di kenal di 
Benua Eropa yang kemudian  berkembang di Asia dan Afrika. Negara-
negara yang terhimpun dalam kegiatan perdagangan Internasional 
membentuk suatu persetujuan dagang dan tarif (General Agreement on 
Tariff and Trade/GATT). Kemudian GATT berkembang menjadi suatu 
organisasi perdagangan Internasional yang sekarang ini lebih dikenal 
dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). 
 Menurut Sumantoro, pengertian perdagangan internasional adalah: 
the exchange of goods and service between nation dan selanjutnya “as 
used, it generally refers to the total goods and services exhange among all 
nations”. Intinya mengandung pengertian pertukaran seluruh barang dan 
jasa antara semua negara/bangsa15. 
Istilah “perdagangan internasional” sebenarnya adalah kegiatan 
pertukaran barang, jasa dan modal antar penduduk suatu negara dengan 
penduduk negara lain. Adapun pengertian umum dari perdagangan 
internasional adalah kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal 
yang melintas perbatasan menuju suatu negara tujuan yang di lakukan 
                                                             
15 Sumantoro, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang perdagangan 
Internasional,  dikutip dalam  buku Muhammad Sood, op.cit. hlm. 17 
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oleh perusahaan untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, modal 
tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang.16 
 Dapat dikatakan bahwa perdagangan internasional tidak berbeda 
dengan pertukaran barang antar dua orang di suatu negara perbedaannya 
adalah bahwa perdagangan internasional orang yang satu kebetulan 
berada di negara yang berbeda. Dengan demikian perdagangan 
internasional merupakan perdagangan dari suatu negara ke negara lain di 
luar perbatasan negara yang meliputi dua kegiatan pokok. Kedua kegiatan 
tersebut adalah kegiatan ekspor dan impor yang hanya dapat di lakukan 
dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. 
Selain itu, dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional para 
pelaku bisnis mengacu kepada kaidah-kaidah hukum yang bersifat 
internasional, baik ketentuan hukum perdata Internasional (private 
international law) maupun ketentuan hukum publik internasional (public 
international law). 
 Kaidah hukum internasional yang mengatur masalah perdagangan 
internasional yang disebut dengan “hukum perdagangan internasional” 
adalah kaidah hukum internasional yang mengatur tentang pertukaran 
baik barang dan jasa maupun modal antar penduduk dari suatu negara 
dengan lainnya, atau yang terjadi antar dua atau lebih warga atau 
penduduk (subjek hukum) yang berbeda negara.17  
                                                             




 Perkembangan bidang hukum berjalan dengan cepat, namun 
ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang 
hukum ini, sehingga dewasa ini terdapat berbagai definisi/ pengertian 
yang satu sama lain berbeda. Definisi pertama adalah definisi yang di 
keluarkan oleh Sekretaris Jedral PBB dalam laporannya tahun 1966. 
Definisi ini sebenarnya merupakan definisi buatan seorang guru besar 
ternama dalam hukum dagang internasional dari City of London College, 
yaitu Clive M. Schmithoff. Sehingga dapat di katakan bahwa definisi yang 
tercakup dalam laporan Sekretaris jendral tersebut tidak lain adalah 
laporan Schmithoff. 
Schmitthoff mendifinisikan hukum perdagangan internasional 
sebagai: “the body of rules governing commercial relationship of a private 
law nature involving different nation” .18 
Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut. 
1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang 
mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum 
perdata. 
2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang 
berbeda negara 
Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan 
tersebut bersifat komersial. Artinya, Schmitthoff dengan tegas 
                                                             




membedakan antara hukum perdata (private law nature) dan hukum 
publik. 
 Dalam definisinya itu, Schmitthoff menegaskan bahwa ruang 
lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial 
internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum 
publik ini  yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku 
negara-negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang 
mempengaruhi wilayahnya. 
 Dengan kata lain, Schimitthoff menegaskan wilayah  hukum 
perdagangan internasional tidak termasuk atau terlepas dari aturan-aturan 
hukum internasional publik yang mengatur hubungan-hubungan 
komersial. Misalnya, aturan-aturan hukum internasional yang mengatur 
hubungan dagang dalam karangka GATT atau aturan-aturan yang 
mengatur blok-blok perdagangan regional, aturan-aturan yang mengatur 
komiditi, dan sebagainya. Dalam salah satu tulisannya, Schmittoff dengan 
jelas menegaskan sebagai berikut. 
First, the modern law of international trade is not a branch of 
international law; it does not form of the jus gentium, but it is applied 
in every national jurisdiction by tolerance of the national sovereign 





                                                             
19 Chmitthoff, The Unification of  The Law  Of  Internastional Trade, dikutip pada buku Huala 
Adolf, Op.cit, hlm.5 
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Dari latar belakang definisi tersebut pun berdampak pada ruang lingkup 
cakupan hukum dagang internasional, Schmittoff menguraikan bidang-
bidang berikut sebagai bidang cakupan bidang hukum ini yaitu:20 
1) Jual beli dagang Internasional: pembentukan kontrak, perwakilan-
perwakilan dagang (agency) dan pengaturan penjualan eksklusif; 
2) Surat-surat berharga 
3) Hukum mengenai kegiatan tentang tingkah laku mengenai 
perdagangan internasional 
4) Asuransi 
5) Pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, perairan 
pedalaman 
6) Hak milik industri 
7) Arbitrase komersial. 
M. Rafiqul Islami, mengemukakan21 bahwa perdagangan 
internasional adalah “... a wide ranging, transnational, commercial 
exchange of goods and services between individual business person, 
trading bodies and states” 
Berdasarkan definisi  di atas, bahwa hubungan finansial terkait erat 
dengan perdagangan internasional. Keterkaitan ini tampak karena 
hubungan-hubungan keuangan ini mendampingi transaksi keuangan 
antara para pedagang (terkecuali transaksi barter atau counter-trade). 
Dengan adanya keterkaitan tersebut, selanjutnya Rafiqul Islam 
                                                             
20 Ibid, hlm. 6. 
21 Muhammad Sood, op.cit., hlm. 19-20 
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mendifinisikan hukum perdagangan internasional dan keuangan 
(international trade and financial law) sebagai suatu kumpulan aturan, 
prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan (regulatory 
regime) untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem 
pembayaran yang memiliki dampak terhadap pelaku komersial lembaga-
lembaga perdagangan. 
 Dengan demikian, kegiatan- kegiatan komersial tersebut dapat 
dibagi dalam “kegiatan komersial yang berada dalam ruang lingkup 
perdagangan internasional atau conflict of law;  perdagangan antar 
pemerintah atau antar negara  yang diatur oleh hukum internasional 
publik. Dari batasan tersebut tampak bahwa ruang lingkup hukum 
perdagangan  internasional sangat luas  yang menembus lintas batas 
antar negara atau transnasional dengan konsekuensi adalah terkait 
dengan lebih dari  satu sistem hukum yang berbeda. 
 Hercules Booysen, mengungkapkan  unsur-unsur dari definsi 
hukum perdagangan Internasional. Menurut beliau ada tiga unsur, yakni 
sebagai berikut22 : 
1).  Hukum perdagangan internasional dapat di pandang sebagai suatu 
cabang  khusus dari hukum internasional  (international  trade law 
may also be regarded as a specialised branch of international law) 
2). Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum     
internasional  yang berlaku  terhadap perdagangan barang, jasa dan 
                                                             
22  Huala Adolf, op.cit., hlm. 10-11 
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perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) (international  
trade law can be describe as those of international law which are 
applicable to trade in goods, services and the protection of intelectual 
property). Bentuk-bentuk hukum perdagangan internasional seperti 
ini misalnya saja adalah aturan-aturan WTO, perjanjian multilateral 
mengenai perdagangan mengenai barang seperti GATT, perjanjian 
mengenai perdagangan di bidang jasa (GATT/ WTO, dan perjanjian 
mengenai aspek-aspek yang terkait dengan HAKI (TRIPS). 
3)  Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum 
nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap 
perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan-aturan  
hukum nasional ini, aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari 
hukum perdagangan internasional. Contoh dari aturan hukum 
nasional seperti itu adalah perundang-undangan yang ekstratoritorial 
(the extraterritorial legislation). 
Michelle Sanson, menyatakan  bahwa, “ international  trade law can 
be defined as the regulation of the cunduct of perties involved in the 
exchange of goods, service and technology between nation”. 
Menurut Huala adolf
23
, definisi ini tidak menyebutkan secara jenis 
apakah hukum perdagangan internasional termasuk dalam bidang hukum 
private, publik atau hukum internasional. Sanson hanya menyebutkan 
bahwa bidang hukum ini adalah the regulation of cunduct of parties, yang 
                                                             
23 Muhammad Sood, op.cit., hlm. 20-21 
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mana pihak masih samar hanya disebut parties, sementara objek 
kajiannya jelas yaitu jual beli barang, jasa, dan tekonologi. 
Meskipun definisi ini agak mengambang, namun Sanson membagi 
hukum perdagangan internasional ke dalam dua bagian utama, yaitu 
hukum perdagangan internasional publik (public international trade law) 
dan hukum perdagangan international private (private international trade 
law). 
Public international trade law adalah hukum yang mengatur perilaku 
dagang antar negara. Adapun private international trade law adalah 
hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan (private 
tenders) di negara berbeda.  
Menurut Huala Adolf, meskipun ada pembedaan ini namun para 
sarjana mengakui bahwa batas-batas kedua istilah ini pun sangat sulit 
untuk dibuat garis batasnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sanson 
bahwa “the modern development is that the distinction between public and 
private international trade law has less meaning” 
2. Ruang Lingkup Hukum Perdagangan Internasional 
Bertitik tolak dari definisi pembahasan sebelumnya bahwa dalam 
hukum perdagangan internasional selain melibatkan negara-negara dan 
lembaga-lembaga internasional berdasarkan ketentuan GATT-WTO, juga 
melilbatkan para pihak dari negara yang berbeda yang melakukan 
transaksi dagang internasional, oleh karena itu, ruang lingkup  hukum  
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perdagangan internasional selain dapat dikaji dari aspek hukum publik 
internasional (public international law), juga dapat dikaji dari aspek hukum 
private internasional (private international law).  Hal ini sebagaimana 
dinyatakan oleh Ray August Bahwa:” 
public international law is the division of international law that deals 
primary with the right and duties of states and intergovermental 
organization in their international affairs, and Private international 
law is the division of international law that deals primary with the right 
and duties of individuals and non govermental in their international 
affairs.”24 
Berdasarkan pengertian di atas, bahwa ruang lingkup hukum 
perdagangan internasional publik (public international trade law) 
merupakan bagian dari hukum internasional terkait dengan hak dan 
kewajiban negara dan organisasi internasional dalan urusan internasional. 
Artinya bahwa dalam dalam perdagangan internasional melibatkan 
negara-negara dan lembaga-lembaga internasional baik secara global 
maupun regional yang mengacu pada ketentuan dan prinsip-prinsip 
hukum internasional yang di sepakati dalam GATT-WTO. Adapun ruang 
lingkup hukum perdagangan internasional private (private international 
trade law) adalah bagian dari hukum internasional yang terkait dengan 
dan kewajiban individu (para pihak) dan lembaga internasional 
nonpemerintahan dalam urusan internasional yang mangacu pada kaidah  
perinsip hukum perjanjian/ kontrak internasional yang disepakati oleh para 
pihak, dan konvensi perdagangan international (international trade 
                                                             
24 Ibid, hlm.22 
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convention). Kedua aspek tersebut dalam praktiknya senantiasa berjalan 
bersama tanpa terpisah satu sama lain. 
3. Subjek Hukum Dalam Hukum Perdagangan Internasional. 
Dalam aktivitas perdagangan internasional terdapat berapa subjek 
hukum yang berperan penting dalam perkembangan hukum perdagangan 
internasional. Dalam hal ini ialah para pelaku (stakeholders) yang 
menjalankan hak dan kewajiban di hadapan perdilan dan berwenang 
untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan 
internasional. Dalam hal ini subjek hukum yang dapat tergolong ke dalam 
hukum perdagangan internasioal sebagai berikut:  
a. Negara  
Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan 
memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional.25 
Negara  subjek hukum internasional dalam arti klasik, dan telah demikian 
halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan hingga sekarang pun 
masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakekatnya 
adalah hukum antarnegara. 26 
Pasal I konvensi Montevideo 1993 mengenai hak – hak dan 
kewajiban negara (yang di tandatangani oleh Amerika Serikat dan 
beberapa negara Amerika Latin) mengemukakan karakteristik berikut ini : 
“Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-
syarat berikut: a. Penduduk; b. Wilayah tertentu; c. Pemerintah; dan d. 
                                                             
25 Sefriani, 2010, Hukum Internasional Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 103 
26 May Rudy, 2006, Hukum Internasional I, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2. 
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Kemampuan untuk melakukan hubungan – hubungan  dengan negara – 
negara lain.”27 Sehingga dalam perdangangan internasional negara 
memiliki peranan sangat penting. 
1) Peran negara 
.  Negara merupakan subjek hukum terpenting di dalam hukum 
perdagangan internasional. Negara adalah subjek hukum yang paling 
sempurna karena memiliki kedaulatan. Di bidang internasional juga 
dikatakan bahwa negara merupakan subjek hukum yang terpenting 
dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional28. Berdasarkan dari 
kedaulatan negara memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur 
segala sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya29. Booyson 
menggambarkan kedaulatan negara ini sebagai berikut. 
 “... a state can absolutely determine wheter anything from aoutside 
the state. The state would aslo have the power to determine the 
condition on which the goods may be imported into the state or 
exported to another country..... Every state would have the power to 
regulate arbitrarily the conditions of trade.”30 
Dengan atribut kedaulatan ini, negara antara lain berwenang 
membuat hukum (regulator) yang mengikat segala subjek hukum lainnya 
(individu, perusahaan), termasuk perdagangan di wilayahnya. 
Kedua, negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak 
langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi (perdagangan) 
                                                             
27 J.G. Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 
127 
28 Jawahir thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006,  Hukum Internasional Komtemporer,  Refika 
Aditama, Bandung, hlm. 105 
29 Hercules Booysen, 1999, International Trade law on Goods and Service, (Pretoria:Interlegal), 
hlm. 2. 
30 Ibid,  
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internasional di dunia. Organisasi-organisasi internasional di bidang 
perdagangan inilah yang membentuk aturan-aturan hukum perdagangan 
internasional. 
Ketiga, peran penting negara lainnya adalah negara juga bersama 
membuat perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan 
di antara mereka, seperti perjanjian Freindship, Commerce and 
Navigation, perjanjian penanaman modal bilateral, perjanjian 
penghindaran pajak berganda, dan lain-lain.31 
Keempat, negara berperan juga sebagai subjek hukum dalam 
posisinya sebagai pedagang, dalam posisinya ini, negara adalah salah 
satu pelaku utama dalam transaksi perdagangan internasional ke negara 
lainnya, misalnya negara memiliki sumber daya alam, perkebunan, 
pertambangan dan lain-lain. Bahan itulah menjadi alat yang dapat 
diperdagangkan ke negara lain yang membutuhkan, misalnya di negara 
perbatasan Indonesia dan malaysia, bahan sumber alam yang dimiliki 
pulau sebatik seperti kelapa sawit di perdagangkan di negara tetangga 
Tawau Malaysia. 
Dalam melaksanakan fungsinya ini, tidak jarang negara membuat 
badan-badan hukum milik negara. Di tanah air misalnya, untuk 
mengeksplorasi, mengeksploitasi dan memasarkan hasil pertambangan 
minyak, negara mendirikan Pertamina. Untuk mengelola sumber daya air 
                                                             
31 Huala Adolf, op.cit., hlm. 31 
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untuk kepentingan rakyat. Negara mendirikan perusahaan air minum dan 
seterusnya.  
Sebagai suatu institusi yang besar, negara membutuhkan 
teknologi, infrastruktur, kendaraan pesawat kenegaraan, sumber-sumber 
kebutuhan yang dibutuhkan rakyatnya (pengadaan barang dan jasa atau 
procerement). Untuk memenuhi semua ini, negara membelinya dari para 
pihak yang menyediakannya (penjual atau supplier). Dengan demikian, 
negara dapat bertindak sebagai pelaku dalam transaksi perdagangan32. 
Semua transaksi perdagangan tersebut tunduk pada aturan–aturan 
hukum yang bentuk dan muatannya pengaturannya bergantung pada jenis 
transaksi. Ketika negara bertransaksi dagang dengan negara lain, 
kemungkinana hukum yang akan mengaturnya adalah hukum 
internasional. Ketika negara bertransaksi dengan subjek hukum lainnya, 
hukum yang mengaturnya adalah hukum nasional (dari salah satu 
pihak).33 
Badan perdagangan Dunia WTO membagi klasifikasi negara 
menjadi empat bagian, yakni: developed countries (negara maju), 
developing countries (negara sedang berkembang), least developed 
countries (negara kurang maju) dan net food-importing developing 
countries (negara sedang berkembang pengimpor makanan)34 
                                                             
32 Hercules Booyson, op.cit., hlm.4-5 
33 Ibid.  
34 Huala Adolf, 2005,  Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 74.  
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Dalam sistem perdagangan bebas melaui WTO kepentingan 
negara lemah, yakni negara berkembang dan negara tidak berkembang 
mesti diperhatikan secara khusus, agar tidak menjadi objek bulan-bulanan 
pesaingnya  dari negara-negara maji. Untuk itulah, negara-negara  
berkembang dan negara tidak berkembang sering kali berjuang gigih 
dalam perundingan  World Trade Organization (WTO).35 
2) Imunitas  Negara 
Salah satu masalah yang kerap timbul dalam kaitannya dengan 
negara adalah atribut kedaulautan negara itu sendiri. Prinsip umum yang 
diakui adalah bahwa dengan atribut kedaulatan, negara memiliki imunitas 
terhadap pengadilan negara lain. 
Atribut imunitas disini adalah bahwa negara tersebut memiliki hak 
untuk mengklaim kekebalannya terhadap tuntutan (klaim) terhadap dirinya 
Sheldrick dengan tepat menggambarkan imunitas sebagai berikut 
”soverign immunity is a long established precept pf public in 
ternational law which requires that a foreign goverment or head of state 
cannot be sued without its consent. In its traditional form, this rule applied 
to all types of suit, criminal and civil including those arising out of purely 
commercial transactions undertaken by the foreign soverign”36 
Dalam perkembangannya, konsep imunitas ini mengalami 
pembatasan. Minimal ada empat pembatasan terhadap muatan imunitas 
suatu negara ini. 
                                                             
35 Munir Fuady, op.cit., hlm. 101 
36 Huala Adolf, op.cit., hlm. 60 
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Pertama, pembatasan oleh hukum Internasional. Dalam 
bertransaksi dagang, hukum internasional meskipun mengakui imunitas 
negara ini, tetapi juga sekaligus membatasinya. Hukum Internasional 
regional di Eropa misalnya memiliki the Eurupean Convention on State 
Immunity (16 Mei 1972). Konvensi beranggotakan Austria, Belgia, 
Belanda, Siprus, Jerman, Inggris, Luksemburg, dan Swis.37 
Hukum internasional  juga mensyaratkan negara-negara untuk 
bekerja sama dengan negara lain untuk memajukan ekonomi. Deklarasi 
mengenai prinsip-prinsip hukum internasional antara lain menyatakan 
bahwa: 
“... states have the duty to co-operate with one another, irrespective 
of the difference in their political, economic and social system,...”38 
Kedua, pembatasan oleh hukum nasional. Dewasa ini beberapa 
negara memiliki UU mengenai imunitas yang sifatnya membatasi imunitas 
negara-negara asing yang melakukan transaksi dagang di dalam 
wilayahnya atau dengan warga negaranya. Negara-negara yang memiliki 
UU seperti ini misalnya Australia (Foreign States Immunity Act 1985) 
Amerika Serikat (Foreign Sovereign Immunities Act 1976 dan Inggris 
(State Immunity Act 1978). 
Ketiga, pembatasan secara diam-diam dan sukarela. Pembatasan 
ini dianggap terjadi ketika suatu negara mengajukan dan sukarela 
menundukkan dirinya ke pengadilan dan mematuhi seluruh peraturan 
                                                             
37 Ibid, hlm.61 
38 Hercules Booysen, op.cit., hlm. 33 
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pengadilan maka negara tersebut dianggap telah sukarela menanggalkan 
imunitasnya.39 
 Keempat, kemungkinan lain yang menjadi indikasi pembatasan 
imunitas ini adalah apabila negara memasukkan klausul arbitrase ke 
dalam kontrak dagangnya. Demikian negara tersebut dianggap 
menanggalkan imunitasnya untuk menghadap ke badan arbitrase yang 
dipilihnya untuk menyelesaikan sengketa dagangnya. 
Dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut, kekebalan 
suatu negara untuk hadir di hadapan badan pengadilan (nasional asing, 
internasional atau arbitrase) tidak lagi berlaku. Namun, masalahnya dalam 
kaitannya dengan pembatasan negara di hadapan badan peradilan adalah 
pelaksanaan putusan pengadilannya. Hal inilah yang menjadi masalah 
utama yang justru sangat krusial, karena percumalah doktrin atau aturan-
aturan mengenai imunitas ini apabila di kemudia hari ternyata putusan 
pengadilan tidak dapat dilaksanakan. 
Berdasarkan hukum internasional, suatu badan peradilan tidak 
dapat menyita harta milik negara lain atau memaksakan putusannya 
terhadap harta milik negara lain yang digunakan atau yang memiliki fungsi 
pelayanan publik (public service). Hukum internasional malarang suatu 
negara menahan kapal perang asing yang sedang menyandar di 
                                                             
39  Huala Adolf, op.cit.,  hlm.62 
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pelabuhan suatu negara asing atau menyita bangunan kedutaan nagara 
asing.40 
b. Organisasi. 
Organisasi internasional, secara sederhana, dapat didefinisikan 
sebagai “Any cooperative arrangement insitituted among state, usually by 
a basic  agreement , to perform some mutually adventageous  function 
implementation  through periodic meetings and staff activities.” 
(pengataturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara 
negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang 
diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan – kegiatan  
staf secara berkala).41 Menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina  tentang 
hukum  perjanjian  1996, Organisasi internasional adalah organisasi antar 
pemerintah.42 
1) Organisasi Internasional Antar pemerintah (publik)43 
Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan 
internasional memainkan peran yang signifikan. Organisasi internasional 
dibentuk oleh dua atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama. 
Untuk mendirikan suatu organisasi internasional, perlu membentuk 
suatu dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional. Dalam 
                                                             
40 Ibid hlm. 63 
41 May Rudy, 2002, Hukum internasional II, Refika  Aditama, Bandung, hlm. 93. 
42 Boer Mauna,2011, Hukum Internasional  Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika 
Global, PT Alumni, Bandung, hlm. 462. 
43 Ibid hlm. 64-66. 
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perjanjian inilah termuat tujuan, fungsi dan struktur organisasi 
perdagangan internasional yang bersangkutan. 
Organisasi internasional lebih banyak bergerak sebagai regulator, 
dalam kapasitasnya ini, organisasi internasional lebih banyak 
mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat rekomendasi dan 
guidline44. Biasanya pun aturan-aturan seperti rekomendasi atau 
guidelines tersebut lebih banyak di tujukan kepada negara. Karena aturan-
aturan tersebut jarang dimaksudkan untuk mengatur individu. 
Di berbagai organisasi internasional yang ada dewasa ini, 
organisasi perdagangan internasional di bawah PBB, seperti UNCITRAL 
atau UNCTAD. UNCITRAL adalah organisasi internasional yang berperan 
cukup penting dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. 
Badan ini didirikan pada tahun 1966 berdasarkan Resolusi Majelis Umum 
PBB Nomor 2205(XXI), 12 Desember 1966. Tujuan atau mandat utama 
badan ini adalah mendorong harmonisasi dan unifikasi hukum 
perdagangan internasional secara progresif. 
Dalam upayanya itu, UNCITRAL disyaratkan juga untuk 
mempertimbangkan kepentingan semua negara. Khususnya negara 
berkembang dalam mengembangkan perdagangan internasional secara 
ekstensif. Dalam teks aslinya mandat dalam Resolusi tahun 1996 tersebut 
berbunyi sebagai  berikut. 
                                                             
44 Pembuatan peraturan sebagai fungsi dari organisasi internasional publik. Fungsi lainnya adalah 
fungsi administratif, fungsi penyebarluasan informasi, fungsi penelitian, fungsi dukungan hukum  
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“with a mandate to further the progressive development of the law of 
international trade and in that respect to bear in mind the interest of all 
people, in particular those of devoloping countries, in the extensive 
development of international trade” 
Di luar keluarga PBB, Organisasi perdagangan internasional yang 
dewasa ini berpengaruh luar adalah GATT (1947). GATT dengn ke-33 
pasalnya semula hanya mengatur tarif dan perdagangan. Perannya pada 
tahun 1994 digantikan oleh WTO. 
Dengan lahirnya WTO, bidang pengaturannya menjadi sangat luas. 
Hampir semua sektor perdagangan, jasa, penanaman modal, hingga hak 
atas kekayaan intelektual, menjadi bidang cukupan pengaturan 
(perjanjian) WTO. 
2) Organisasi Internasional Nonpemerintah. 
Disamping organisasi internasional antar pemerintah, terdapat pula 
subjek hukum lainnya yang posisinya juga cukup penting yaitu NGO (Non-
Govermental Organization) swasta (Non pemerintah atau yang biasanya 
juga kerap di sebut LSM internasional). 
NGO Internasional dibentuk oleh pihak swasta (pengusaha) atau 
asosiasi dagang. Peran penting NGO dalam mengembangkan  aturan-
aturan Hukum perdagangan internasional tidak dapat dipandang dengan 
sebelah mata. Misalnya, ICC (International Chamber of Commerce atau 
Kamar Dagang International), telah berhasil merancang dan melahirkan 
berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional, 
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misalnya: INCOTERMS, Arbitration Rules and Court of Arbitration, Serta 
Uniform Customs and Practices for Documentary Credits (UCP). 
Khusus untuk UCP, misalnya, aturan-aturannya sekarang sudah 
menjadi acuan hukum sangat penting bagi pengusaha dalam 
melaksanakan transaksi perdagangan Internasional. Aturan-aturan UCP 
yang terkait dengan sistem pembayaran melalui perbankan telah ditaati 
dan dihormati oleh sebagian besar pengusaha-pengusaha besar di dunia. 
Gambaran lainnya adalah ICC Arbitration Rules, Banyak pengusaha 
besar di dunia telah memanfaatkan aturan Arbitrase ICC untuk 
menyelesaikan sengketa-sengketa dagang internasional, para pengusaha 
telah cukup banyak mencamtumkan klausul arbitrase dengan mengacu 
pada ICC Arbitration Rules, untuk hukum acara badan arbitrasenya. 
c. Individu 
Perkembangan yuridis tentang kedudukan individu dalam arti 
terbatas sudah agak lama  dianggap  sebagai subjek hukum internasional. 
Menurut  Krabbe dalam bukunya “ Die  Moderne Staatsidee” yang di tulis 
pada tahun 1906 mengatakan bahwa “.... Individual only may be subject of 
law... including international law... “45. Individu atau perusahaan adalah 
pelaku utama dalam perdagangan  internasional. Individulah yang pada 
akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan 
Internasional. Selain itu, aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara 
                                                             
45  Alma Manutupy,dkk, 2008, Hukum Internasional,  Rech-ta, Depok, Hlm. 84 
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memilki tujuan untuk menfasilitasi perdagangan internasional yang 
dilakukan individu.46 
Dibanding dengan negara atau organisasi internasional, status 
individu dalam hukum perdagangan internasional tidaklah terlalu penting. 
Biasanya individu dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum 
perdata (legal persons of a private law nature) 47 
Individu itu sendiri hanya (akan) terikat oleh ketentuan-ketentuan 
hukum nasioanal yang negaranya buat. Oleh karena itu, individu tunduk 
pada hukum nasionalnya (tidak pada aturan hukum perdangan 
internasional). Dia pun hanya dapat mempertahankan hak dan kewajiban 
yang berasal dari hukum nasionalnya tersebut di hadapan badan-badan 
peradilan nasional. 
 Negara jarang sekali membuat kesepakatan-kesepakatan yang 
mengikat individu. Umumnya kesepakatan negara-negara hanya mengikat 
mereka. AFTA antara lain adalah organisasi yang hanya mengatur 
komitmen negara-negara anggotanya saja. Dalam hukum perdagangan 
internasional, ia adalah subjek hukum dalam arti yang terbatas. 
Apabila individu merasa bahwa hak-hak dalam bidang 
perdagangannya terganggu atau dirugikan, yang dapat ia lakukan adalah 
meminta bantuan negaranya untuk memajukan klaim terhadap negaranya 
yang merugikannya ke hadapan badan-badan peradilan internasional. 
                                                             
46 Hercules Booysen, op.cit., hlm. 7 
47 Ibid. Hlm.13 
31 
 
Mekasnisme seperti ini misalnya tampak pada GATT/WTO dan 
Mahkamah Internasional. 
Konvensi ICSID mengakui hak-hak individu untuk menjadi pihak di 
hadapan badan arbitrase ICSID. Namun demikian, hak ini bersifat 
terbatas, pertama, sengketanya hanya dibatasi untuk sengketa-sengketa 
di bidang  penanaman modal yang sebelumnya tertuang dalam kontrak. 
Kedua, negara dari individu yang bersangkutan harus juga 
disyaratkan untuk telah menjadi anggota konvensi ICSID (konvensi 
Washington 1965) persyaratan ini sifatnya mutlak. RI telah meratifikasi 
dan mengikatkan diri terhadap Konvensi ICSID melalui UU nomor 5 Tahun 
1968. 
Status individu sebagai subjek hukum perdagangan internasional 
tetaplah tidak boleh dipandang kecil. Aturan-aturan di bidang 
perdagangan yang mereka buat sendiri kadang-kadang memiliki kekuatan 
mengikat seperti halnya hukum nasional. 
Di sebutkan di atas bahwa individu adalah subjek hukum dengan 
sifat hukum perdata (legal person of a private law nature). Subjek hukum 




Dalam perkembangannya, pengertian individu sebagai subjek tidak 
terbatas dalam arti orang perorangan. Ia dapat berarti pula sebagai badan 
                                                             
48 Huala Adolf, op.cit., hlm.70-72 
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hukum (juridical person) yang memiliki personalitas baik menurut hukum 
nasional maupun hukum internasional.49 
Kedudukan individu sebagai subjek hukum ekonomi internasinal 
diatur, antara lain, dalam konvensi ICSID (Convention on The Settlement 
of Invesment Disputes between States and Nationals of Other States) 
tahun 1965. Konvensi ini secara implisit mengakui individu sebagai suatu 
subjek hukum (ekonomi) internasional. Dalam hal ini kemampuan individu 
untuk membuat kontrak atau perjanjian penanaman modal dengan suatu 
negara. 
Konvensi ini mengatur pula masalah penyelesaian sengketa 
penanaman modal oleh individu (investor) di suatu negara. Kedua belah 
pihak, negara investor dengan negara penerima modal, harus peserta 
konvensi ICSID. Konvensi ini memberikan hak kepada investor yang 
dirugikan oleh suatu negara untuk menuntut secara langsung kepada 
badan arbitrase ICSID. 
 Perusahaan Multinasional 
Perusahaan multinasional (MNCs Multinational Corporation) telah 
lama diakui sebagai subjek hukum yang berperan penting dalam 
perdagangan internasional. Peran ini sangat mungkin karena kekuatan 
finansial yang dimilikinya. Dengan kemampuan finansialnya, hukum 
(perdagangan) internasional berupaya mengaturnya. 
                                                             
49  Huala Adolf, 2003,  Hukum Ekonomi Internasional,  RajaGrafindo, cat. 3, Jakarta, hlm.68 
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Pasal 2 (2) (b) Piagam Hak dan kewajiban ekonomi Negara-negara 
antara lain menyebutkan bahwa MNCs tidak boleh campur tangan 
terhadap masalah-masalah dalam negeri dari suatu negara. Pasal 2 (2) 
(b) Piagam antara lain berbunyi sebagai berikut: “.. Transnational 
corporation shall not intervene in the internal affairs of a host State”. 50 
Alasan pengaturan ini tampaknya masuk akal, tidak jarang MNCs 
seperti Freefort McMoran Company yang beroperasi di papua, ABC, CNN, 
sedikit banyak dapat mempengaruhi situasi dan kondisi politik dan 
ekonomi di Indonesia. 
Kekuatan dan kekayaan yang sangat besar ini memang dapat 
berdampak yang cukup besar. The economist menggambarkan dengan 
tepat peran dan keberadaan MNCs: 
“ Many people... now think of multinationals as more powerful than 
nation states, and see them as bent on destroying livelihood, he 
environment, left-wing political opposition and anything else that stand in 
the way of their profit.” 
Aturan-aturan yang mengontrol aktivitas MNCs memang perlu 
untuk menjembatani perbedaan kepentingan. Kepentingan negara tuan 
rumah, apalagi negara sedang berkembang, biasanya adalah 
mengharapkan masuknya MNCs ke dalam wilayah negaranya dapat 
memberi kontribusi bagin pembangunannya. 
                                                             
50 Hercules Booysen, op.cit., hlm.14 
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Semantara itu, prespektif dari MNCs berbeda, sebagaimana 
hlalnya dengan perusahaan umunya, MNCs bertujuan mencapai target 
utama perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. 
Oleh karena itu  agar kedua kepentingan ini pada titik tertentu dapat 
bertemu, maka perlu aturan- aturan hukum yang jelas yang 
menjembataninya sehingga dapat bejalan sesuai target bersama. 
 Bank 
Sedikit mengherankan apabila para sarjana/ penulis memasukkan 
bank sebagai subjek huum dengan kategori private law nature. Sama 
seperti individu atau MNCs, bank dapat di golongkan sebagai hukum 
perdagangan internasional dalam arti yang terbatas. Bank pun tunduk 
pada hukum nasional dimana bank tersebut berasal dan didirikan. 
Bank di masukkan dalam kategori pemegang kunci dalam 
perdagangan internasional karena beberap alasan, bank menjembatani 
antara penjual dan pembeli antara satu sama lain yang berbeda tempat 
dari negara satu dengan negara lain, perannya disini menfasilitasi 
pembayaran antara penjual dan pembeli.51 
Bank juga mampu menciptakan aturan-aturan hukum dalam 
perdagangan internasional  khususnya dalam mengembangkan hukum 
perbankan internasional dan juga mengatur sistem pembayaran dalam 
transaksi perdagangan internasional. 
 




B. Transaksi Perdagangan Internasional  
1. Hukum Dagang Internasional Lahir dari Transaksi Dangang 
Internasional 
Pembahasan dalam hal ini mengenai bahasan tentang “Hukum” 
yang mengatur penjualan barang atau sale of goods dari penjual kepada 
pembeli dalam perjanjian dagang yang dinamakan sale contract atau 
kontrak penjualan, yang dapat menerobos kekakuan dari perjanjian atau 
kontrak konvensional yang terikat oleh doktrin kebebasan berkontrak dan 
asas-asas lain yang justru kerapkali terlalu teoritis-filosofis, yang akhirya 
dapat menghambat lintas perdagangan internasional, bahkan justru sering 
membawa para pelaku dagang menghadapi kontrak dagang bermasalah 
yang tidak jarang harus berakhir di pengadilan karena pernak-pernik yang 
disebabkan sangat bebasnya berkontrak. 
KADIN (Kamar dagang dan Industri) Internasional atau 
International Chamber of Commerce (INCOTERMS), telah menentukan 
INCOTERM 1990 sebagai pegangan untuk “Sale-Contract” ke luar negeri 
dan kontrak-kontrak lanjutannya seperti yang berkaitan dengan 
perbankan, perusahaan angkutan, asuransi, dan lain-lain. 
Aspek dan elemen penting dalam kontrak standar khususnya sale 
contract dan yang berkaitan  akan diuraikan di bawah ini. 
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a. Hukum Dagang untuk transaksi perdagangan Internasional 
berdasarkan International Chamber of Commerce 
(INCOTERMS) 199052 
1) Lembaga yang mengurus perdagangan Internasional atau 
“Eksport Merchant” 
Yaitu perusahaan yang menangani pengapalan barang-barang ke 
tempat tujuan dalam kontrak penjualan. 
Perusahaan Export Merchant Shipper (Pembelian, konfirmasi dan 
pengapalan). Di Inggris perusahaan ini bernama “Eksport Houses 
Association”.  Di beberapa negara terdapat “Multinational Corporation” 
beserta subsidiariesnya yang mengurus secara langsung barang-
barang ke luar negeri. 
2) Beberapa lembaga yang mengurusi dan atau terkait dalam 
transaksi perdagangan internasional seperti di antranya: 
 Bank-Bank. 
 Lembaga keuangan Non-Bank. 
 Perusahaan-perusahaan Angkutan. 
 Perusahaan Asuransi. 
  Perusahaan  Ekspedisi (Veem) atau Freight Forwander. 
Dalam sistem praktis “Export House Association” sangat 
memudahkan transaksi perdagangan internasional dengan mengurus   
 
                                                             




semua teknis pengiriman, mulai dari pengangkutan, asuransi pembayaran 
melalui documentary credit. 
Transaksi perdagangan internasional dimuat dalam kontrak 
penjualan barang ke luar dari penjual menuju negeri pembeli. Mengikuti 
“Sale Contract” adalah kontrak-kontnrak pengangkutan (darat, laut, 
udara), kontrak asuransi, kredit dokumen perbankan. 
b. Kewajiban Penjual dalam Transaksi Jual-Beli (INCOTERM 
1990)53 
Dalam transaksi perdagangan terjalin hubungan antara kedua 
belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang masing-masing mengemban 
kewajiban yang harus dipenuhi agar menimbulkan akibat hukum. Adapun 
kewajiban  yang harus dipenuhi penjual sebagai berikut: 
 Menyediakan barang sesuai kontrak. 
 Membantu pembeli atas permintaan dalam mendapatkan lisensi 
ekspor dan prosedur lain yang harus ditempuh. 
 Menempatkan barang yang telah di beli pada tempat penyerahan, 
sesuai waktu yang telah ditentukan, pada tempat dan waktu yang 
lazim untuk penyerahan. 
Pengalihan resiko, penjual menanggung risiko dari kehilangan atau 
kerusakan barang-barang sampai pada waktu barang diserahkan kepada 
pembeli sesuai ketentuan 
 Membayar biaya sampai tempat yang diperuntuntukan pembeli. 
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 Memberitahu pembeli waktu yang cukup mengenai barang yang 
diperuntungkan pembeli. 
 Membayar biaya periksa kualitas, berat, ukuran satuan barang bagi 
pembeli, juga termasuk kemasan. 
c.  Kewajiban Pembeli dalam Transaksi Jual (INCOTERM 1990)54 
 Membayar harga bayar sesuai kontrak. 
 Mengusahakan lisensi ekspor dan impor dan prosedur lainnya 
 Mengambil barang sesegera mungkin setelah barang sampai. 
 Memikul risiko kehilangan atau kerusakan. 
 Membayar seluruh biaya barang sejak waktu barang tersebut 
sampai sesuai ketentuan. 
 Menyediakan bagi penjual bukti-bukti telah mengambil oper 
penyerahan barang. 
 Membayar biaya pemeriksaan pra-pengapalan, kecuali disetujui 
lain. 
 Membayar seluruh tagihan untuk memperolah dokumen atau pesan 
elektronik sejenis dan mengganti biaya bantuan yang dilakukan 
penjual. 
2. Sistem Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan 
Internasional 
Trend atau perkembangan evolusi yuridis dalam sistem 
pembayaran dari benda yang diperjual belikan secara internasional, yaitu  
                                                             
54 Ibid, hlm.40. 
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dari awalnya pembayaran barang dengan barang atau barter sampai 
dengan metode pembayaran dengan memakai uang, dan kemudian 
dikenalnya metode-metode pembayaran canggih yang terjadi saat ini, 
yaitu metode pembayaran yang dapat memproteksi kepentingan kedua 
belah pihak, misalnya lewat pembayaran dengan sistem Letter of Credit 
(L/C). Semua metode pembayaran tersebut secara yuridis sah asal sesuai 
kesepakatan kedua belah pihak. Namun perlu diperhatikan bahwa 
terhadap beberapa bentuk pembayaran, terdapat pengaturan yuridis 
dalam sistem hukum lokal di negara tertentu. Ataupun terhadap beberapa 
bentuk, bahkan terdapat konvensi-konvensi internasional yang perlu 
diperhatikan oleh kedua belah pihak. 
Dalam hukum dagang internasional, dewasa ini berkembang 
beberapa metode pembayaran yang telah merubah sistem pembayaran 
dalam transaksi jual-beli internasional, di antaranya yang lazim adalah 
sebagai berikut: 
a. Metode Pembayaran Terlebih Dahulu (Advance)55 
Dengan metode ini, yang dimaksudkan adalah suatu sistem 
pembayaran dimana pihak eksportir (penjual) akan mengirim barang 
dagangnya setelah dia menerima pembayaran harga barang tersebut. 
Tentunya sistem pembayaran seperti ini sangat menguntungkan 
dan sangat aman bagi pihak eksportir (penjual) tetapi sangat tidak aman 
bagi pihak importir (pembeli). Sebab, setelah uang diterima oleh pihak 
                                                             
55 Soedjono Dirdjosisworo, op.cit., hlm.77 
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eksportir, berbagai kemungkinan atas barang objek jual beli dapat terjadi. 
Bisa jadi barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan, hilang ditengah 
jalan, ataupun karena suatu dan lain hal bahkan barang tersebut tidak 
terkirim sama sekali oleh pihak eksportir. 
Karena itu, metode pembayaran secara advance ini sangant jarang 
diikuti dalam praktek, kecuali dalam hal-hal seperti ini: 
 Jika bonafiditas, dan kejujuran pihak eksportir sudah dikenal di 
kalangan pedagang secara luas 
 Jika ada hubungan khusus antara eksportir dengan importis, 
misalnya ada hubungan saudara, hubungan teman atau 
hubungan antara perusahaan yang terafiliasi dalam satu group 
usaha. 
 Jika transaksi tersebut terhadap order barang-barang yang 
harganya ralatif rendah. Misalnya pemesanan dengan surat atas 
pembelian buku, atau benda-benda lainnya. 
Metode pembayaran ini terjadi bila pihak pembeli percaya terhadap 
penjual. 
b. Metode Pembayaran Secara Open Account56 
Metode pembayaran dengan open Account ini adalah sebagai 
kebaikan dari metode pembayaran terlebih dahulu (advance). Terhadap 
metode dengan opent account tersebut, barang yang bersangkutan dikirim  
terlebih dahulu kepada importir (pembeli), kemudian setelah barang 
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diterima oleh pihak importir (pembeli) tersebut, baru dibayarnya sebagai 
hutang. 
Karena itu, sistem open account ini tentunya sangat tidak aman 
bagi pihak ekportir berhubung adanya kemungkinan pembayaran yang 
tidak sesuai dengan perjanjian, kurang atau terlambat pembayaran, atau 
bahkan karena sesuatu dan lain hal, harga tidak dibayar sama sekali. 
Sistem pembayaran secara open account ini sering dilakukan 
antara induk perusahaan degan anak perusahaan atau dengan 
perusahaan yang terafiliasi, ataupun dilakukan jika terdapat good record 
dari pihak importir. 
Salah satu variasi dari sistem pembayaran sacara open account ini 
adalah jika barang dikirim secara rutin sedangkan bayaran dilakukan 
secara periodik, misalnya dibayar tiap tiga bulan sekali. 
c. Metode Pembayaran Berdasarkan Konsinyasi 
Metode pembayaran atas dasar konsisinya ini merupakan suatu 
variasi lain dari sistem pembayaran dengan open account. Dalam sistem 
konsinyasi, pihak investor juga baru akan mebayar harga setalah barang 
diterimanya. 
Hanya saja dalam hal ini, pihak importir menerima barang tersebut 
untuk kemudia menjual lagi kepada pihak ketiga. Kemudian setelah 
barang tersebut laku terjual kepada pihak ketiga dan telah dibayar 
harganya oleh pihak ketiga tesebut, baru kemudian harganya setelah 
dipotong selisihnya, dikirim kepada pihak eksportir (penjual semula). 
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Pembayaran harga secara konsinyasi kepada pihak eksportir (penjual 
semula) tersebut biasanya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
 Apakah dengan langsung mengirim harga kepada pihak eksportir 
setelah dipotong selisih harga untuk tiap-tiap jual beli; 
 Atau harga baru dibayar kepada eksportir dalam waktu tertentu 
setalah barang laku jual kepada pihak ketiga; 
 Atau jika jual beli dilakukan secara rutin, harga dibayar setelah 
pihak ketiga membayar harga, tetapi kepada eksportir (penjual 
semula) oleh importir dibayar harganya secara periodik. Berarti 
sekali bayar untuk beberapa pengiriman. 
d. Metode Pembayaran Secara Documentary Collection. 
Banyak juga transaksi dagang internasional yang melakukan 
pembayaran harga barang secara documentary collection, yaitu lewat 
penggunaan dokumen yang disebut biils of exchange. 
Dalam hal ini pihak importir harus membayar harga barang setelah 
shipping documents tiba di banknya importir. Pembayaran harga tersebut 
dipertukarkan dengan shipping document yang bersangkutan. Karena itu, 
tanpa pembayaran harga barang. Shipping documents tidak akan 
diberikan oleh pihak bank. Dan tanpa shipping documents ditangannya, 
pihak importir tidak dapat mengambil barang impor yang bersangkutan. 
Dalam transaksi ada dua macam Bills of Exchange, yaitu clean bills 
dan documentary bills. Adapun yang dimaksud dengan clean bills adalah 
bill of exchange yang tidak memerlukan dokumen-dokumen supportive 
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lainnya. Jadi tidak diperlukan misalnya dokumen kepemilikan atas barang 
tersebut seperti Bills of Lading dan sebagainya. 
Sementar bentuk lain adalah apa yang disebut dengan 
documentary bills, bentuk seperti ini yang lebih lazim dipraktekkan. Dalam 
hal ini, suatu bill of Exchange haruslah diperkuat oleh dokumen-dokumen 
supportive lainnya. Seperti dokumen kepemilikan barang, dan lain-lain. 
e. Metode Pembayaran Secara Documentary Credit 
Untuk menjembatani kepentingan pihak eksportir agar barang 
dikirim setelah harga dibayar, sementara pihak importir punya 
kepentingan agar harga dibayar, semntarai pihak importir punya 
kepentingan agar harga dibayar setelah barang diterima, maka dipakailah 
sistem pembayaran dengan documentary credit. Dalam hal ini suatu 
pembayaran dilakukan via bank sebagai perantara, tanpa terlebih dahulu 
menunggu tibanya barang atau tibanya dokumen. Kewajiban ini dilakukan 
dengan kewajiban dari pihak importir untuk membuka Letter of Credit 
(L/C) di bank di negara importir, untuk kemudian oleh pihak bank tersebut 
diteruskan kepada bank di negara eksportir. 
Sistem ini lewat (L/C) ini dewasa ini sudah diterima secara meluas 

















Transaksi perdagangan internasional dengan sistem pembayaran 
yang meliputi beberapa metode akan memudahkan pelaksanaan dan 
bisnis internasional ini, karena masing-masing pihak tidak perlu lagi 
mengadakan pembicaraan secara tatap muka, melainkan hanya memilah 













3. Dasar Hukum Transaksi Perdagangan Internasional 
Yang menjadi dasar hukum berkunya kontrak yang bersangkutan, 
Menurut Munir Fuady, dalam bukunya “Hukum Bisnis Dalam Teori dan 
Praktik, buku keempat” dasar Hukum itu antara lain:57 
a. Contract provisions 
Contract Provisions merupakan hal-hal yang di atur dalam kontrak 
tersebut oleh kedua belah pihak. Contract Provision ini merupakan dasar 
hukum utama bagi suatu kontrak. Apa yang diatur dalam contract 
provision terserah pada para pihak. 
 Dalam kitab Undang-undang Hukum perdata Indonesia, asas 
freedom of contract ini juga diberlakukan. Dalam konteks perdagangan 
internasional, kedua belah pihak, yaitu eksportir dan importir diberi 
kebebasan yang seluas-luasnya untuk menentukan isi kesepakatan dalam 
kontrak 
b. General Contract Law 
Tiap-tiap negara memiliki general contract law tersendiri. Di 
Indonesia, General Contract Law ini dapat dilihat dalam kententuan yang 
diatur dalam Kitab Undang-undang hukum perdata Buku ketiga. Dalam 
buku itu diatur secara umum dan berlaku bagi seluruh kontrak, seperti jual 
beli, sewa- menyewa, dan sebagainya. 
 
 
                                                             
57 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, Hukum Transaksi Bisnis  Internasional, RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 13-17 
46 
 
c. Specific Contract Law 
Selain ketentuan-ketentuan umum, kitab Undang-undang hukum 
perdata juga mengatur tentang ketentuan khusus yang berkenaan dengan 
kontrak kontrak tertentu. Dalam perjanjian jual beli internasional misalnya, 
jika yang berlaku adalah hukum Indonesia, maka berlaku juga ketentuan 
tentang perjanjian jual beli yang terdapat dalam kitab Undang-Undang 
Hukum perdata yang di atur dalam pasal 1457-1540. 
d. Kebiasaan Bisnis 
Kebiasaan-kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum. 
Demikian pula halnya dengan kebiasaan dalam bisnis (trade 
usage/costum) merupakan salah satu sumber hukum bisnis dan dapat 
menjadi pedoman dalam menginterprestasi kontrak bisnis termasuk 
kontrak jual beli internasional. 
e. Yurisprudensi 
Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
(yurisprudensi) dapat menjadi dasar hukum bagi berlakunya kontrak. 
dalam hukum transaksi perdagangan internasional, peranan yurisprudensi 
kurang begitu berarti karena biasanya penyelesaian suatu kasus 
menggunakan arbitrase.. 
f. Kaidah Hukum Perdata Internasional 
Kaidah hukum perdata internasional banyak digunakan karena pada 
umumnya dalam setiap transaksi perdagangan internasional melibatkan 
berbagai pihak dari berbagai negara. Barkaitan dangan hal itu, jika ada 
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perselisihan tentang hukum mana yang berlaku bialamana hal tersebut 
tidak diatur dalam kontrak, maka dipergunakan kaidah-kaidah hukum 
perdata internasional(conflict of law) ini.  Salah satu yang cukup terkenal 
adalah teori yang di sebut the most Characteristic Connection Rule. 
Menurut teori ini hukum para pihak yang mempunyai prestasi yang 
sangan karakteristik. Dalam bidang jual beli internasional, maka ketentuan 
hukum dari pihak penjuallah yang berlaku karena dianggap mengandung 
paling banyak karakteristik (yang unik) dalam setiap transaksi 
perdagangan. 
g. International Convention 
International convention adalah kesepakatan-kesepakatan 
internasioanl yang telah, sedang atau akan diratifikasi oleh negara-negara 
di dunia. Agar suatu konvensi dapat mengikat maka negara kedua pihak 
tersebut harus merupakan peserta dari konvensi internasional tersebut 
dan telah diratifikasi sehingga telah menjadi bagian hukum nasional 
masing-masing. 
Ketentuan-ketentuan/konvensi-konvensi internasional ada juga 
yang mengatur mengenai jual beli internasional seperti: 
 United Nation Convention on Contract for international Sale of 
Goods. 
Konvensi ini merupakan hasil karya The United Nations 
Commission On International Trade Law (UNCITRAL) dari perserikatan 
bangsa-bangsa (PBB), yang kemudia di adopsi oleh konfrensi Diplomatik 
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tanggal 11 april 1980 Konvensi ini mengatur mengenai ketentuan yang 
seragam tentang jual beli internasional. 
Sistematika konvensi ini dalah sebagai berikut: 
a. Ruang lingkup aplikasi dan ketentuan umum. 
b. Formasi dari kontrak. 
c. Penjualan barang. 
d. Ketentuan penutup. 
 Convention on The Limitation Period in The International Sale of 
Goods (New York, 1974) 
Konvensi ini merupakan hasil kerja UNCITRAL yang kemudia 
diterima oleh General Assembly di New York pada tanggal 14 juni  1974 
dan selanjutnya diamendir pada tahun 1980.  
Sistematikanya adalah sebagai berikut: 
a. ruang lingkup penerapan. 
b. Lamanya dan mulai berlakunya masa kadaluwarsa. 
c. Perhatian dan perpanjangan  Masa Kadaluwarsa. 
d. Total Waktu untuk suatu kadaluwarsa. 
e. Konsekuensi hukum dari lewatnya masa kadaluwarsa. 
f. Ketentuan lain dan ketentuan penutup. 
h. Ketentuan- Ketentuan Domestik Lainnya. 
Ketentuan domestik merupakan aturan-aturan yang dikeluarkan 
pemerintah. Setempat seperti aturan yang berkenaan dengan Ekspor 
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Impor, Letter of Credit, Asuransi, Bill of Lading, Bill of Exchange, dan lain 
sebagainya. 
C.  Perdagangan Lintas Batas Di Daerah Perbatasan. 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai perdagangan lintas batas 
di daerah perbatasan, penulis ingin menjelaskan pengertian dari  wiliyah 
perbatasan yakni batas-batas teritorial suatu negara yang ada di daerah 
perbatasan  dan hak-hak warga masing negara tetangga yang di tandai 
oleh adanya pemukiman, ada sarana dan prasarana di suatu daerah 
perbatasan. 
Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting 
artinya bagi peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan 
rakyat, serta sebagai sumber devisa untuk membiayai pembangunan. 
Karena itu, pengelolaan sektor perdagangan yang menyeluruh dan 
terpadu harus keterbukaan, dan keadilan. Seperti halnya perdagangan 
lintas batas, adalah salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang juga 
dilakukan oleh para pelaku usaha demi memperbaiki atau meningkatkan 
kesejahteraan mereka. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh para 
penduduk yang bertempat tinggal di daerah perbatasan misalnya di 
perbatasan Indonesia dengan Malaysia ataupun dilaksanakan 
berdasarkan prinsip kebebasan, dengan beberapa negara tetangga 
lainnya58 
                                                             




Daerah Perbatasan merupakan suatu halaman terdepan bagi suatu 
negara, dan kemudian harus dilakukan pembangunan dan pengelolaan 
oleh pemerintah. Berbagai produk potensial Indonesia dapat 
diperdagangkan melalui perdagangan lintas batas ini. Karena itu, bukan 
hanya mengembangkan infrastruktur di daerah perbatasan, tapi juga 
harus mengembangkan karakter masyarakat yang tinggal di daerah 
perbatasan tersebut dan juga mengelola konflik serta meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Artinya, bukan hanya keamanan, tapi membangun 
karakter bangsa yang kuat. Pemberdayaan adalah kunci untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah 
perbatasan, dengan pemberdayaan mereka dapat terlibat dalam proses 
membuat kebijakan pemerintah, sehingga apa yang pemerintah lakukan 
sesuai dengan apa yang mereka butuhkan59 
Kebijakan yang terpenting dan yang mejadi prioritas peningkatan 
ekonomi kemasyarakatan pada wilayah perbatasan salah satunya adalah 
melalui perdagangan, sarana dan prasarana perdagangan yang telah 
terbangun seperti adanya bangunan pasar, walaupun yang dimaksud 
dengan pasar di perbatasan adalah pasar tradisional karena memang 
belum adanya kesepakatan dagang antara dua negara. 
Teori pertumbuhan ekonomi menyebutkan bahwa keterbukaan 
sistem ekonomi suatu Negara, terutama melalui kegiatan investasi-
perdagangan luar negeri akan mendorong  pertumbuhan ekonomi Negara 
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bersangkutan. Ini mengartikan betapa pentingnya suatu Negara untuk 
melakukan perdagangan bebas, walaupun realitas perdagangan bebas 
dalam arti sebenarnya belum dapat diwujudkan. Beberapa Negara 
mengimplementasikan bentuk lain perdagangan bebas dalam skala 
bilateral, multilateral ataupun regional (kawasan). Negara maju sendiri, 
seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa saat ini sudah mulai merumuskan 
kawasan perdagangan bebas transatlantik; dan apabila ini dapat 
diwujudkan, maka akan menciptakan kawasan perdagangan bebas 
terbesar di dunia.60  
Secara teoritis, apapun pilihan kerjasama perdagangan diharapkan 
mendorong pertumbuhan ekonomi, karena adanya perluasan pasar hasil 
produksi dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan pemasukan devisa, 
Dampak positif berikutnya adalah penyerapan terhadap tenaga kerja, 
sejalan dengan peningkatan kegiatan industrialisasi (investasi), serta 
peningkatan penerimaan pajak yang kesemuanya merupakan dampak 
positif dari kegiatan perdagangan luar negeri. Namun untuk mencapai itu 
semua, harus mampu menwujudkan daya saing produk unggulan yang 
dapat berkompetisi dengan produk yang sama; yang dihasilkan Negara 
lain. 
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Bagaimana halnya dengan Negara yang saling berbatasan, baik di 
darat ataupun di laut (dalam jarak berdekatan), seperti halnya antara 
Indonesia-Malaysia, tepatnya antara Kalimantan Timur dengan Serawak 
dan Sabah di darat, sementara di laut adalah antara Nunukan-Tawau, 
termasuk pula perbatasan laut antara Riau-Malaka, dan antara Kepulauan 
Riau-Johor Bahru. Apakah ada bentuk perdagangan lain yang diterapkan- 
bentuk perdagangan yang telah disepakati antara Indonesia dan Malaysia 
adalah berdasarkan Border Trade Agreement (BTA); yang terakhir 
disepakati pada tahun 1970, dan sampai dengan saat ini belum ada 
perubahan kesepakatan61. 
Sejalan dengan berjalannya waktu, banyak hal yang telah berubah 
yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian BTA Tahun 1970, 
terutama nilai perdagangan, cakupan area (access of area) pada setiap 
exit/entry point yang telah disepakati pada Border Cross Agreement 
(BCA), sebagai kawasan yang menerima manfaat perdagangan lintas 
batas, yang dibebaskan dari beban bea/cukai  masing-masing negara.  
  
                                                             





A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, yang berkaitan 
dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, 
maka dipilih lokasi penelitian  
a.  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provensi Sulawesi 
Selatan bagian Luar negeri. 
b.  Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.  
c. Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Dengan melakukan penelitian  pada lokasi tersebut akan sangat 
memudahkan penulis untuk mengakses data dan refrensi sebanyak-
banyaknya demi kelancaran penulisan skripsi. 
B. Jenis dan Sumber Data 
dalam penelitian ini penulis mengklarifikasi jenis dan sumber data sebagai 
berikut: 
1. Data primer, data yang diperoleh dari hasil peneliltian secara 
langsung di lapangan (field research), yang dilakukan melalui 
wawancara dengan beberapa sumber yang memiliki kompetensi 
atas objek penelitian yang dibahas, antara lain: 




b. Kepada Dinas dan Stuf Dinas perindustrian dan perdagangan 
Provensi Sul-Sel bagian luar Negeri 
c. Masyarakat/ Tokoh Daerah lintas batas di Daerah perbatasan. 
2. Data skunder yaitu, data yang diperoleh melalui penelitian 
Kepustakaan (library research) dengan mempelajari Buku-buku, 
jurnal-jurnal, situs Internet dan dokumen-dokumen lain yang 
berhubungan  dengan objek penelitian. 
C. Teknik pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik 
pegumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian kepustakaan (library reseacrh) 
Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan- 
peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian serta data dari 
Dinas perindustrian dan Perdagangan Sul-Sel dan Kementerian 
Perdagangan RI. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
penelitian lapangan teknik pengumpulan data secara langsung 
melaui tanya jawab kepada responden yaitu kepala dan birokrasi di 
Kementrian Perdagangan RI, dan Dinas peridustrian dan 
perdagangan Sul-Sel, berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 




D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses 
penelitian baik itu data primer maupun data skunder, dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan sesuai dengan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Aturan Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Lintas Batas di 
Daerah Perbatasan Indonesia - Malaysia di Pulau Sebatik. 
Membahas mengenai aturan hukum tentang transaksi pedagangan 
lintas batas antar dua negara antara Indonesia dan Malaysia lebih kepada 
aturan Bilateral agreemet yang di atur pada Border Crossing Agreement  
(BCA) dan Border Trade Agreement (BTA) yang yang mengatur 
kesepakatan perdagangan antara dua negara ini.   
 Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah 
Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kalimantan Timur, telah melakukan 
pertemua yaitu Pertama, menyelenggarakan rapat kerja terkait dengan 
usulan terhadap perubahan Border Crossing Agreement (BCA) di 
Samarinda, pada tanggal 2 April 2013 dan kedua, menghadiri rapat kerja 
mengenai perdagangan lintas batas tradisional Indonesia – Malaysia dan 
Indonesia Philipina, yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola 
Perbatasan (BNPP), pada tanggal 3 April 2013 di Jakarta. Kegiatan  
disebutkan terakhir, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan 
antara Indonesia – Malaysia dapat dikatakan masih dalam ranah Border 
Trade Agreement (BTA).  
Kedua kesepakatan (agreement) ini, walaupun terdapat 
perbedaan ranah cakupannya, dimana BCA  terkait dengan pengaturan 
pergerakan lintas batas orang, sedangkan BTA ada hubungannya dengan  
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pengaturan pergerakkan barang yang bersifat lintas batas antar negara. 
Namun disisi lainnya terdapat persamaan dalam hal sama-sama sudah 
daluwarsa (out of date) BCA terakhir yang telah disepakati antara 
Indonesia - Malaysia adalah pada tanggal 12 Juni 2006 di Bukit Tinggi 
Sumatera Barat, sehingga merujuk pasal (article) 14 ayat (2) BCA 
dimaksud, disebutkan bahwa 5 tahun setelah ditetapkannya kesepakatan 
harus dilakukan peninjauan ulang (review). Berarti, pada tahun 2011 lalu 
BCA Tahun 2006 seharusnya sudah ditinjau ulang. Kenyataannya, sampai 
dengan tahun 2013 dan 2014 ini belum dihasilkan kesepakatan BCA yang 
baru  atau dengan kata lainnya sudah daluwarsa 2 tahun.  Sementara 
BTA Indonesia – Malaysia lebih parah lagi, sejak disepakatinya pada 
tanggal 24 Agustus  1970 di Jakarta sampai dengan saat ini belum pernah 
dilakukan peninjauan ulang, berarti sudah daluwarsa selama 43 tahun. 
Walaupun BCA Tahun 2006 dan BTA Tahun 1970 sudah 
daluwarsa, akan tetapi masih tetap dijadikan rujukan oleh Indonesia – 
Malaysia mungkin saja ini ada kaitannya dengan kesepahaman bahwa 
sebagai bangsa yang serumpun, semua masalah dapat dibicarakan 
secara informal, selama masalah tersebut tidak bersifat prinsip yang dapat 
mengganggu hubungan kedua negara.
62
. 
Pembahasan ini lebih membahas tentang BCA, namun pokok 
pembahasannya lebih menekankan pada perdagangan lintas batas 
tradisional, yang selama ini sudah terjalin antara warga negara Indonesia 
                                                             
62 Hasil wawancara dengan Dina Kurniasari, Asistent Deputy Director Directorate General of 
International Trade Cooperation Ministry of Trade Indonesia, pada tanggal 13 januari 2014. 
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dan Malaysia yang berada di sekitar kawasan perbatasan, sebelum 
diberlakukannya BTA itu sendiri disamping mengkaji beberapa aturan 
terkait dengan BTA Tahun 1970. 
1. Hubungan Border Cross Agreement (BCA) – Border Trade 
Agreement (BTA). 
Sebelumnya telah disebutkan bahwa BCA dan BTA ada keterkaitan 
erat, sehingga perubahan BCA memberikan pengaruh terhadap BTA, 
meskipun keduanya berbeda ranahnya. Dalam ketentuan BCA, yaitu 
kesepakatan tentang exit/entry point (pos lintas batas PLB), disebutkan 
pula cakupan area (access of area) yang ada pada setiap PLB. Cakupan 
area ini menjadi rujukan terhadap penetapan kawasan (area) yang berhak 
mendapatkan fasiltas perdagangan lintas batas antara negara, yang diatur 
menurut ketentuan BTA.  
Untuk menentukan penduduk yang terdefinisikan dimaksud menjadi 
ranah BCA, yaitu dibuktikan dengan kepemilikan pas lintas batas, 
sehingga dengan bukti tersebut penduduk bersangkutan dapat melakukan 
pergerakkan lintas batas antar negara, termasuk melakukan kegiatan 
perdagangan membawa barang, tanpa dibebani bea keluar/masuk (duty) 
dan harus diingat bahwa pembebasan bea tadi pada tahun 1970 masih 
relatif tinggi tarifnya, sehingga sudah sewajarnya pemenuhan barang-
barang kebutuhan pokok bagi penduduk yang berada dikawasan 
perbatasan kedua Negara dibebaskan dari pungutan bea keluar/masuk. 
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Hal-hal seperti ini telah diatur dengan baik dalam ketentuan BTA Tahun 
1970. 
Dinamika perkembangan hubungan Indonesia – Malaysia, pada 
prinsipnya tidak terdapat indikasi yang menyebabkan perubahan BCA, 
kecuali pada posisi Indonesia, Perubahan dimaksud hanya sekedar 
perubahan PLB dan cakupan areanya sebagai implikasi adanya 
pemekaran Kecamatan di kawasan perbatasan yang didefinisikan 
menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.  
2. Perluasan BTA Sebagai Perdagangan Bebas Lintas Batas 
 Indikasi perlu adanya modifikasi terhadap BTA, yaitu 
mengkombinasikan aturan BTA dengan perdagangan lintas batas 
tradisional, karena kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kegiatan 
perdaganganl ini terus mengalami peningkatan, akan tetapi data pasti 
jumlah ekspor-impor tidak diketahui secara pasti terbentur pada dasar 
hukumya yang belum jelas disamping peluang terjadinya kegiatan 
perdagangan illegal, terutama di kawasan perbatasan laut, akibat 
banyaknya pintu keluar/masuk dan luasnya kawasan yang relatif sulit 
dipantau secara optimal oleh aparat pemerintah63.    
Dalam kerangka modifikasi ini, maka jenis barang yang telah 
ditetapkan dalam aturan BTA tetap digunakan sebagai rujukan barang 
yang dapat dibawa (hand carry) oleh penduduk pemegang pas lintas  
                                                             
63 Hasil wawancara dengan Tondi Hot, Kasubag Tata Usaha Direktorat Jenderal Perdagangan 
Dalam Negeri, pada tanggal 20 Januari 2014. 
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batas maupun paspor, yang melakukan pergerakkan lintas batas antar 
Negara tidak dikenakan bea keluar/masuk (duty). Sedangkan barang-
barang lainnya, selama tidak termasuk dalam daftar negatif (negative list) 
di masing-masing Negara, dapat dikategorikan sebagai barang dagangan 
bernilai komersial mengadopsi perdagangan tradisional.   
Sebagai barang dagangan yang  bernilai komersial dapat saja  
ditempuh kebijakan Pertama, membatasi jenis barang yang dapat 
diperdagangkan walaupun merupakan sedikit perluasan cakupan barang 
yang sebelumnya tidak masuk dalam kategori jenis barang menurut 
ketentuan BTA. Kedua, tidak memberikan batasan jenis barang, karena 
pada akhirnya batasan tersebut akan berakhir dengan sendirinya, apabila 
AEC berlaku efektif tahun 2015. 
Pada penyelenggaraan Lokakarya Perdagangan Bebas di 
Kawasan Perbatasan, yang dilaksanakan di Nunukan, tanggal 5 
Desember 2012 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
UMKM Provinsi Kalimantan Timur.64 salah satu hasil kesimpulannya 
adalah memandang perlu untuk dilakukannya kajian terhadap 
kemungkinan penerapan perdagangan bebas lintas batas antara Nunukan 
-Tawau. Bentuk perdagangan ini dapat dijadikan bentuk baru pola 
perdagangan pada kawasan perbatasan (darat dan laut) seperti dikatakan 
sebelumnya, yaitu mengakomodir BTA dan perdagangan antara dua 
negara Indonesia dan Malaysia.    
                                                             
64 Makalah Bidang Pembinaan Ekonomi & Dunia Usaha Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, 

















Skema  Perdagangan Bebas Lintas Batas
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Pada skema 1 di atas dapat dilihat bahwa kawasan 
diberlakukannya perdagangan bebas lintas batas hanya pada kawasan 
perbatasan dan pulau terluar perbatasan darat dan laut Kawasan tersebut 
memiliki arti strategis dari aspek sistem pertahanan sebagaimana 
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
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Nilai Barang –  RM 
600 
Jenis Barang – 
Kebutuhan Pokok 
Bebas Bea Masuk/ 
Keluar (duty) 
Barang Bawaan – 
Kebutuhan Pokok 
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dlm US $ 
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Nasional. Sementara untuk pulau-pulau terluar (termasuk yang 
berbatasan laut dengan Negara lain) diatur dalam Peraturan Presiden 
Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar. Keseluruhan 
aturan tadi mengisyaratkan perlunya dilakukan pengelolaan kawasan 
yang menseimbangkan antara aspek kesejahteraan (prosperity) dan 
pertahanan/keamanan (security). Khususnya mengenai pulau kecil terluar 
ini memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis 
potensial yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya (resource based 
industry), seperti industri perikanan, pertanian dan pariwisata.    
Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk kawasan 
perbatasan dan pulau kecil terluar adalah mengoptimalisasikan 
pemanfaatan potensi setempat melalui kegiatan ekonomi  perdagangan 
dan ini tidak perlu dikhawatirkan, karena sudah ada pembatasan, yaitu : 
a. Batasan cakupan kawasan diberlakukannya perdagangan, dimana 
rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dan BCA 
Indonesia – Malaysia.  
b. Batasan jenis barang, terutama  barang bawaan yang diprioritaskan 
untuk kebutuhan pokok penduduk kawasan perbatasan yang relatif 
lebih murah harganya, karena rantai distribusi yang lebih pendek.   
c. Batasan pembebasan bea keluar/masuk hanya untuk jenis barang 
untuk kebutuhan pokok, dengan nilai (threshold value of border 
trade)  yang sudah ditentukan. 
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d. Diberlakukannya bea keluar/masuk (duty) atas barang dagangan 
yang bernilai komersial, termasuk barang kebutuhan pokok yang 
sudah melebihi nilai yang ditentukan. 
e. Penggunaan alat angkutan, khususnya di laut tidak dibatasi tonase-
nya (gross tonnage) namun harus terdaftar di kedua negara yang 
berbatasan.    
Keseluruhan pembatasan di atas sejalan dengan prinsip 
memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri akibat kendala sistim 
logistik nasional dan mata rantai distribusi yang cukup panjang hingga ke 
kawasan perbatasan/pulau terluar, menyebabkan harga yang harus 
dibayarkan penduduk setempat menjadi lebih mahal, dibandingkan harga 
barang yang sama dari negara lain yang berbatasan langsung. Dari sudut 
pandang ekonomi, sangat wajar bagi penduduk perbatasan untuk 
melakukan kegiatan perdagangan secara langsung, guna mendapatkan 
harga lebih murah sepadan dengan tingkat penghasilannya, yang 
sebagian besar tergerus dengan beban hidup yang cukup tinggi, Peran 
Pemerintah (Negara) adalah melakukan “regulasi” agar tuntutan ekonomi 
yang berkembang dikawasan perbatasan tidak mengarah pada tindakan 
illegal dan kenyataan dilapangan seringkali membuktikan masalah ini. 
Regulasi dimaksud sifatnya adalah memformalkan realitas yang 
terjadi dilapangan, dimana rencana peninjauan ulang BTA Tahun 1970 
menjadi momentum untuk dapat mensepakati bentuk perdagangan yang 
sudah mengantisipasi berlakunya AEC perdagangan bebas kawasan 
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ASEAN. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat bersama dengan 
Uni Eropa sudah menjajaki pembentukan kawasan perdagangan bebas 
transatlantik Trans Pasific Partnership (TPP) untuk keperluan tersebut 
akan segera dilakukan langkah kerjasama bilateral, dalam rangka 
menjajaki kemungkinan menghilangkan tarif dalam perdagangan barang, 
menghapus atau mengurangi hambatan dalam perdagangan barang, jasa 
dan investasi, mengharmonisasikan aturan dan standar dalam 
perdagangan serta investasi. Langkah yang dilakukan negara-negara 
maju tersebut tidak bedanya dengan kerjasama ekonomi perdagangan 
diinternal ASEAN AFTA (Asean Free Trade Area), dimana komoditi 
tertentu beban tarifnya dijadikan nol persen. demi  peningkatan 
kesejahteraan dalam lingkungan negara-negara ASEAN. 
Gambaran diatas sedikit mengilustrasikan bahwa kekhawatiran 
untuk menerapkan perdagangan bebas lintas batas tidak perlu ada, 
selama regulasinya dapat diatur dengan baik dan tegas. 
3. Implikasi Perdagangan Bebas Lintas Batas  
Perdagangan bebas lintas batas antar negara walaupun dalam 
skala kecil tetap membutuhkan fasilitas pendukung berupa exit/entry point 
pos lintas batas (PLB)  untuk menampung pergerakkan orang dan barang 
dalam satu pintu yang dapat dipantau. Idealnya PLB tersebut memiliki 
fasilitas untuk melancarkan kegiatan perdagangan ada kawasan yang 
ditetapkan sebagai zona perdagangan (trade zone), di darat maupun laut.  
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Sudah pernah ada kesepakatan untuk membentuk Free Trade Zone (FTZ) 
di Nunukan dan Tawau. Namun sampai dengan saat ini belum ada 
realisasi, akibat dari belum siapnya infrastruktur dikedua belah pihak66. 
Pembentukan FTZ di Nunukan (ataupun Sebatik) sudah sejalan 
dengan model pengembangan kawasan di perbatasan laut/pesisir, yaitu 
Model Kawasan Perbatasan Laut. Salah satu fasilitas yang harus 
disediakan berdasarkan model ini adalah kawasan berikat (bounded ara), 
atau disebut pula sebagai FTZ. secara umum FTZ (dapat diidentikan 
sebagai Kawasan Ekonomi Khusus) memberikan perlakukan khusus 
dibidang kapabeanan, perpajakan, perizinan, keimigrasian dan 
ketenagakerjaan67. 
Tawau dan Lahad Datu merupakan miniatur dari FTZ skala besar 
yang ada di Labuan. Kedepannya, direncanakan untuk menjadikan 
Sebatik sebagai kawasan yang akan menerapkan barter  trade. 
Untuk mengimbangi perolehan atas manfaat barter trade ini 
seharusnya ada pelabuhan untuk transshipment dari Nunukan/Sebatik 
menuju Tawau atau sebaliknya  kendala yang dihadapi adalah Peraturan 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 
tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, khususnya pasal 6 ayat (1) 
yang hanya menetapkan beberapa pelabuhan, termasuk Pelabuhan 
                                                             
66 Melalui forum KK/JKK Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Timur Peringkat Negeri Sabah http:// 
www.kaltimprov.go.id/berita-1811-kkjkk-sosek-malindo-bahas-7-kertas-kerja.htmld, di akses 




Tarakan untuk impor produk tertentu, dimana pada ayat (2) produk 
tertentu dimaksud adalah makanan dan minuman.           
Merujuk aturan Kementrian Perdagangan ini, jelas mengindikasikan 
pembatasan terhadap jenis barang hanya makanan dan minimum, 
sedangkan dalam aturan BTA masih ada toleransi impor barang-barang 
untuk keperluan industri, demikian pula dalam perdagangan tradisional, 
jenis barang yang diperdagangkan lebih dari itu (makanan dan minuman). 
Sementara pasal 7 Peraturan yang sama tidak menyebutkan kawasan 
perbatasan/pulau terluar sebagai kawasan yang mendapatkan perlakuan 
khusus. 
Permasalahan inilah yang perlu mendapatkan perhatian utama 
sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai bentuk perdagangan bebas 
lintas batas ini merupakan tugas BNPP untuk mencari solusi yang terbaik, 
yang jelas perdagangan bebas lintas batas masih ada batasan, terutama 
cakupannya hanya pada kawasan perbatasan/pulau terluar. Perlu 
diantisipasi perkembangan yang ada, agar tidak mengarah pada tindakan 
illegal, sehingga menghilangkan manfaat yang seharusnya dapat diterima. 
Memformalkan tindakan illegal dengan regulasi yang dapat dibenarkan 
menurut ketentuan berlaku adalah lebih baik, dibandingkan membiarkan 
tindakan illegal terus berlangsung karena sesuatu yang illegal pasti ada 
pihak lain yang menjadikannya sebagai keuntungan pribadi.  
Dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, 
telah banyak perjanjian/kesepakatan kerjasama yang dihasilkan; 
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diantaranya perjanjian mengenai wilayah antar negara, seperti Border 
Cross Agreement (BCA). Perjanjian terakhir yang telah disepakati adalah 
Agreement Between the Government of the Republic Indonesia and the 
Government of Malaysia on Border Crossing, pada tanggal 12 Januari 
2006 di Bukit Tinggi (Sumatera Barat Indonesia).  Sampai dengan saat ini 
perjanjian tersebut belum diratifikasi.  Disamping itu, memasuki tahun 
2014 ini berarti telah memasuki tahun ke-9 implementasinya. 
Dalam perjanjian BCA Tahun 2006 diatur beberapa ketentuan 
prinsip, terutama menyangkut aturan penerbitan pass lintas batas, 
entry/exit point dan cakupan border area yang diberlakukan bagi 
pemegang pass lintas batas. Seluruh ketentuan yang telah disepakati 
dalam BCA ini hanya berlaku selama 5 tahun, sesuai dengan pasal 
(article) XIV ayat (2), sehingga pada tahun 2012 lalu seharusnya sudah 
dilakukan peninjauan ulang beberapa aturan yang tidak relevan lagi.  
Aturan BCA Tahun 2006 bersifat normatif dan masih relevan untuk 
jangka waktu 5 tahun kedepan berikutnya. Namun mengingat Kalimantan 
Timur memiliki wilayah perbatasan dengan negeri Serawak dan Sabah 
Malaysia sepanjang 1.038 km melewati 3 Kabupaten, yaitu Nunukan,  
Malinau dan Kutai  Barat  serta  19  Kecamatan  setelah  dimekarkannya  
Kecamatan  di  Kabupaten  Nunukan, yang mencakup luas wilayah ± 
47.930,85 km2 atau 24,15 % dari luas daratan Kalimantan Timur ± 
198.441,17 km2. Ini berarti, Kalimantan Timur  sangat  berkepentingan 
terhadap  keberadaan  PLB dimaksud, tidak hanya untuk kepentingan 
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menjaga kedaulatan wilayah NKRI, namun berkepentingan pula 
menciptakan kesejahteraan (prosperity) penduduk, melalui kegiatan 
formal pembukaan hubungan penduduk antar negara yang saling 
berbatasan. 
Pertengahan tahun 2013 di pulau Sebatik pemerintah Nunukan 
menutup penggunaan pas lintas batas kepada masyarakat Sebatik untuk 
melakukan penyebrangan dari Sebatik ke Tawau Malaysia, sehingga 
banyak masyarakat setempat terkhusus nelayan yang memiliki perahu 
Boat disebatik yang tidak menerima aturan itu dikarenakan masyarakat 
sebatik yang ingin melakukan penyebrangan harus melalui Nunukan 
kemudian ke Tawau Malaysia68. 
B. Pengaruh Transaksi Perdagangan Lintas Batas Terhadap 
Negara Perbatasan Indonesia - Malaysia di Pulau Sebatik 
Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting 
artinya bagi peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan 
rakyat, serta sebagai sumber devisa untuk membiayai pembangunan. 
Karena itu, pengelolaan sektor perdagangan yang menyeluruh dan 
terpadu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kebebasan, keterbukaan, 
dan keadilan. Seperti halnya perdagangan lintas batas, adalah salah satu 
bentuk kegiatan perdagangan yang juga dilakukan oleh para pelaku usaha 
demi memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Kegiatan ini 
umumnya dilakukan oleh para penduduk yang bertempat tinggal di daerah 
                                                             
68 Hasil wawancara via telepon dengan kadir, Kepala Desa Sei Nyamuk Sebatik Timur, pada 
tanggal 15 januari 2014. 
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perbatasan misalnya di perbatasan Indonesia dengan Malaysia ataupun 
dengan beberapa negara tetangga lainnya. Daerah Perbatasan 
merupakan suatu halaman terdepan bagi suatu negara, dan kemudian 
harus dilakukan pembangunan dan pengelolaan oleh pemerintah.  
Berbagai produk potensial Indonesia dapat diperdagangkan melalui 
perdagangan lintas batas ini. Karena itu, bukan hanya mengembangkan 
infrastruktur di daerah perbatasan, tapi juga harus mengembangkan 
karakter masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan tersebut dan juga 
mengelola konflik serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Artinya, 
bukan hanya keamanan, tapi membangun bangsa yang kuat. 
Pemberdayaan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, dengan pemberdayaan 
mereka dapat terlibat dalam proses membuat kebijakan pemerintah 
sehingga apa yang pemerintah lakukan sesuai dengan apa yang mereka 
butuhkan. Kebijakan yang terpenting dan yang mejadi prioritas 
peningkatan ekonomi kemasyarakatan pada wilayah perbatasan salah 
satunya adalah melalui perdagangan, sarana dan prasarana perdagangan 
yang telah terbangun seperti adanya bangunan pasar, walaupun yang 
dimaksud dengan pasar di perbatasan adalah pasar tradisional karena 
memang belum adanya kesepakatan dagang antara dua negara yang 




Perdagangan lintas batas di daerah perbatasan Indonesia dan 
Malaysia masih di sebut transaksi pasar tradisional karena masih tidak 
dapat disamakan dengan BTA, karena BTA hanya mengatur jenis barang 
tertentu yang umumnya merupakan barang-barang hasil bumi dari pihak 
Indonesia, dan dari pihak Malaysia berupa barang-barang kebutuhan 
pokok hasil olahan, termasuk jenis barang untuk keperluan industri yang 
dapat dikatakan industri skala kecil. Demikian pula nilai perdagangannya 
sudah ditetapkan sebesar RM 600/orang/bulan atau menggunakan perahu 
dengan bobot 20 M3, dengan nilai RM 600 setiap kali jalan. 
Namun kenyataan di lapangan nilai ketetapan perdagangan yang 
sudah di tetapkan dengan jumlah nilai RM 600 setiap kali jalan/ perahu/ 
transaksi tidaklah menjadi aturan tegas yang terjadi di daerah perbatasan 
pulau sebatik, ini di karenakan kurangnya pantauan langsung dari 
pemerintah kedua belah pihak negara antara Indonesia dan Malaysia dan 
ini sudah merupakan kebudayaan atau kebiasaan dari masyarakat yang 
ada disana karena mereka menganggap negara tentangga merupakan 
warga yang serumpun di daerah beranda terdepan di kedua negara itu. 
Dan hanya 40 persen saja warga masyarakat yang memberlakukan 
aturan pemerintah yang berada di daerah perbatasan ini
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Namun tetap diperlukan adanya pembatasan kawasan, yaitu hanya 
mencakup kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang sudah 
ditentukan masing-masing Negara maksudnya adalah barang-barang 
                                                             
6969 Hasil wawancara via telepon, Kadir. 
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yang diperdagangkan hanya dapat beredar dalam kawasan perbatasan 
pulau terluar, keluar dari kawasan tersebut sudah dianggap sebagai 
barang illegal, sehingga aparat pemerintah terkait dapat melakukan 
tindakan hukum. Dengan demikian bentuk perdagangan yang diatur 
dalam BTA, dipadankan dengan bentuk perdagangan tradisional yang 
oleh Malaysia dikatakan sebagai barter trade terdapat adanya kesamaan 
prinsip, yaitu dibatasinya cakupan kawasan perdagangannya.  
Dikaitkan dengan akan terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean 
Economic Community (AEC) pada tahun 2015 mendatang, mobilitas 
orang dan barang menjadi bebas, dan yang lebih penting lagi adalah 
hambatan tarif dan non tarif diminimalkan. Sehingga pemerintah daerah 
maupun pemerintah pusat harus mempersiapkan AEC ini sehingga 
masyarakat yang ada di daerah perbatasan dapat melaksanakan 
transansaksi perdagangan sesuai aturan yang di berlakukan sesuai visi 
misi Asean Economic Community. 
Indonesia dan Malaysia telah menandatangani perjanjian lintas 
batas kedua negara dan telah menyepakati Border Trade Agreement pada 
tahun 1970. Tidak hanya untuk keperluan konsumsi, berdasarkan 
peraturan tersebut, masyarakat di wilayah perbatasan mendapat 
perlakuan khusus untuk memperdagangkan barang yang diproduksi. 
Ketentuan itu memang banyak dimanfaatkan oleh warga negara 
Indonesia. Tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga 
diperdagangkan kembali. Hanya saja, tidak ada kontrol yang tegas di 
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perbatasan, sehingga banyak terjadi penyelundupan masyarkat sebatik 
mengatakan, kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok produk 
nasional terkendala oleh biaya tinggi karena hambatan infrastruktur dan 
kendala lainnya sehingga barang dari negara tetangga harganya lebih 
murah jika dibandingkan dengan barang dari dalam negeri. Tak terkecuali, 
kebutuhan bahan pokok seperti gula dan lainnya. Ada banyak produk 
Malaysia beredar di sebatik. Produk-produk Malaysia mudah dijumpai dan 
laris manis. Produk Malaysia diminati karena biasanya dijual lebih murah 
dan kualitasnya juga bagus Gula Malaysia contohnya, warnanyaa putih 
bersih, harganya juga murah. Bandingkan dengan gula asal Jawa. Gula 
pasir yang didatangkan melalui Jawa seringkali berwarna kuning dan 
harganya dianggap mahal. Barang-barang dalam negeri di pulau sebatik 
langka tidak seperti halnya barang-barang dari negara tetangga Malaysia 
justru banyak beredar di beranda terdepan indonesia ini.70 
Aktivitas perdagangan di kawasan Nunukan Sebatik – Tawau 
menjadi pintu gerbang bagi kedua negara untuk masuknya masing-
masing komoditi yang dihasilkan kedua negara. Namun, daya tarik Tawau 
menjadi magnet bagi para pedagang di kawasan tersebut untuk datang ke 
sana. Oleh karena itu, beberapa komoditi hasil bumi dan laut dari 
Indonesia sudah terbiasa dipajang di pasar Tawau Central Market Tawau, 
yang kebetulan posisinya di pelabuhan itu. Hampir semua hasil bumi yang 
dihasilkan dari Sebatik dipasarkan di Tawau, seperti pisang, kelapa sawit, 
                                                             
70 Hasil wawancara via telepon, Kadir. 
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kakao, dan tentunya berbagai jenis ikan laut. Ikan teri ambalat hanya 
berharga sekitar RM 10 di tingkat pengumpul di Sebatik. Namun, di Tawau 
ikan ini sudah berharga sekitar RM 25 dan di Kinabalu sudah sekitar RM 
60. Karena itu, masyarakat Sebatik lebih senang menjual hasil buminya ke 
wilayah Malaysia, selain karena pertimbangan ketiadaan konsumsi di 
wilayah ini, juga daya beli di Malaysia lebih tinggi dari pada jika dijual di 
wilayah Indonesia. Kondisi tersebut membuat Tawau menjadi satu-
satunya pilihan bagi para pedagang dan produsen hasil bumi di wilayah 
Indonesia, terutama di Sebatik dan Nunukan. 
lintas batas antara Indonesia – Malaysia seperti tersebut di atas, 
menjadi pertimbangan tersendiri bagi negara tetangga ini hingga di 
pelabuhan mereka membangun fasilitas pusat perdagangan untuk 
menangkap peluang itu. Lokasi Central Market Tawau yang berada di 
kawasan pelabuhan Tawau sangat mempermudah para pedagang dari 
Indonesia untuk menjual hasil buminya di sini. Bahkan, di antara para 
pedagang yang berjualan di pasar ini adalah berasal dari Indonesia yang 
sudah berganti warga negara Malaysia tidak jauh dari Central Market 
Tawau ini terdapat pusat perdagangan yang banyak dituju oleh para 
pedagang sehabis mereka menjual hasil buminya. Barang-barang 
konsumsi yang banyak dibeli oleh para pedagang dari Indonesia ini, 
antara lain, busana, makanan, barang elektronik dan barang-barang 
lainnya. Mereka dengan mudah memperoleh semua barang itu di Tawau, 
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sementara di wilayahnya sendiri mereka sulit dapatkannya dengan harga 
yang miring dan kualitas yang baik.  
Tawau bagi masyarakat perbatasan adalah seperti halnya gula, 
sehingga berbondong-bondong mereka datang dari wilayah Indonesia 
untuk memperebutkan keuntungan yang ada di sana. Tak dapat dipungkiri 
juga, karena wilayah Tawau jika dibandingkan dengan wilayah perbatasan 
yang terletak di wilayah Indonesia, sangat jauh berbeda. Bagaimana tidak, 
GDP71 per kapita Tawau mencapai US $ 6000, sementara di wilayah 
Sebatik hanya US $ 300, dan di Nunukan tentunya tidak jauh berbeda 
dengan Sebatik. Namun, aktivitas dari ketiga wilayah ini mampu menarik 
perekonomian daerah Nunukan sendiri Penyebab dari keadaan di atas, 
tidak lain, adalah persoalan keterisolasian wilayah. Seperti di kawasan 
perbatasan yang masuk wilayah Indonesia, dukungan infrastruktur bagi 
perkembangan perdagangan masih sangat minim. Tidak ada pasar yang 
mampu menarik aktivitas perdagangan tersebut untuk berkembang di 
wilayah ini. Tidak terdapat industri pengolahan satu pun yang bisa 
mengolah sawit atau kakao. Orientasi semua pedagang adalah Tawau, 
sehingga tidak dipungkiri hampir semua perdagangan di Sebatik 
menggunakan ringgit sebagai alat tukarnya. Tetapi, hal ini tidak sampai 
terjadi di Nunukan ibukota Kabupaten Nunukan. Walaupun aktivitas 
perdagangan lintas batas sangat berpotensi dan bermanfaat bagi 
penduduk yang tinggal di daerah perbatasan, tapi masih ada beberapa 
                                                             
71 Gross Domestic Product (GDP) nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh berbagai unit 
produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. 
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permasalahan, seperti masih lemahnya perjanjian perdagangan RI – 
Malaysia, daya dukung infrastruktur termasuk infrastruktur perdagangan di 
wilayah RI sendiri kurang memadai, dan rendahnya daya beli masyarakat 
di perbatasan atas komoditi hasil bumi Indonesia dibandingkan dengan 
masyarakat di negara tetangga72. 
Kecamatan Sebatik Tengah perbatasan langsung dengan sebatik 
Malaysia, antara Sebatik Tengah dan Sebatik Malaysia terdapat patok 
batas negara Indonesia dan Malaysia. Di sebelah patok batas dalam 
wilayah negara Malaysia terdapat dermaga sungai yang disebut dermaga 
Aji Kuning, pada waktu air pasang di dermaga tersebut perahu-perahu 
kecil Malaysia menaikkan dan menurunkan penumpang asal indonesia 
yang hendak pergi ke Malaysia. Dermaga Aji Kuning menjadi tempat 
bongkar muat barang asal Sebatik Indonesia dimuat keperahu, berlayar 
melalui sungai dalam wilayah Malaysia langsung ke Tawau Malaysia. 












Laki-laki 9 5 315 1 514    
perempuan 103 20 969 16 651 11 5 262 1 531 
Jumlah 112 26 284 18 165 11 5 262 1 531 
Sumber : Data Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) 
Kementrian Perdagangan RI. 
                                                             
72 Hasil wawancara Tondy Hot, Kasubag Tata Usaha Logistik dan Sarana Distribusi Kementrian 
Perdagangan R.I. pada tangggal 20 januari 2014. 
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Pelintas batas yang malaui dermaga Aji Kuning yang bersedia 
menjadi responden berjumlah 123 orang. Responden yang membawa 
barang ke Malaysia (ekspor) berjumlah 112 orang. 9 orang laki-laki dan 
103 orang perempuan. Responden yang membawa barang dari Malaysia 
(impor) berjumlah 11 orang perempuan. 















   8 4 108 866 
dijual 112 26 284 18 165 3 1 154 665 
jumlah 112 26 284 18 165 11 5 262 1 531 
Sumber : Data Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) 
Kementrian Perdagangan RI. 
Menurut tujuan penggunaan barang, responden yang membawa 
barang ke Malaysia (ekspor) 112 orang menyatakan barang untuk dijual. 
Responden  yang membawa barang dari Malaysia (impor) 8 orang 
menyatakan barang yang di bawa untuk dipakai sendiri. Dan 3 orang 







Tabel 3. Perdagangan lintas batas Sebatik Tengah Menurut Ekspor 
Komoditi 
No. HS73 Deskripsi Berat (KG) Nilai (US$) Peranan(%) 
1 18 Kakao dan olahannya 3 800 8 117 44,68 
2 08 Buah dan buah 
berbatok  
16 267 7 765 42,75 
3 07 Sayuran dan 
akakaran 
951 902 4,97 
4 09 Kopi, teh, dan 
rempah-rampah 
780 761 4,19 
5 15 Minyak dan lemak 
hewani 
4000 529 2,91 
6 06 Pohon hidup dan 
tanaman lainnya 
486 91 0,50 
Jumlah  26 284 18 165 100,00 
 
Sumber : Data Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) 
Kementrian Perdagangan RI. 
Terdapat 6 kelompok komoditi yang dibawa dari responden dari 
dermaga Aji Kuning kec. Sebatik tengah ke Malaysia. Buah coklat yang 
masuk dalam kelompok HS 18 (kakao dan olahannya) memiliki peranan 
paling tinggi yaitu 44,68 persen terhadap total nilai ekspor survei 
perdagangan Sebatik tengah atau senilai 8.117 US$. Buah-buahan seperti 
pisang, durian, nanas, cempedak dan kelapa yang termasuk dalam 
kelompok HS 08 (buah dan buah berbatok) berada diurutan kedua dengan 
peranan 42,75 persen atau senilai 7.765 US$. Kedua kelompok komoditi 
                                                             
73 HS bahasa numerik secara klasifikasi produk atau bahan produk sebagai standar internasional 
untuk pelaporan barang di bea cukai dan instansi pemerintah. 
78 
 
memegang peranan sebesar 87,43 persen total ekspor kec. Sebatik 
Tengah. 
 Sayuran, jantung pisang, cabai termasuk dalam kelopok komiditi 
sayuran dan akar-akaran (HS 07) berperan 4,97 persen (902 US$). Jahe 
dan serai termasuk dalam kelompok komoditi kopi, teh dan rempah (HS 
09) memiliki peran 4,19 persen. 
 Dipulau Sebatik Indonesia tidak terdapat pabrik pengolahan biji 
sawit sehingga seluruh biji sawit yang dihaslkan pulau Sebatik Indonesia 
dijual ke Malaysia. Biji Sawit termasuk dalam kelompok biji dan buah 
mengandung minyak (HS 12) memiliki peran 2,91 persen, ekspor biji sawit 
melalui dermaga aji kuning tercatat 1 responden yang mengirim 4000kg 
dengan nilai 529 US$. Daun pisang termasuk dalam kelompok komiditi 
pohon hidup dan tanaman lainnya (HS 06) memiliki peranan kecil yaitu 
0,50 persen. 
Tabel 4. Perdagangan lintas batas Sebatik Tengah menurut Impor 
Komodoti 
No. HS Deskripsi Berat (KG) Nilai (US$) Peranan(%) 
1 27 Bahan bakar mineral  1 040 602 39,32 
2 79 Seng dan barang 
daripadanya 
130 264 17,24 
3 10 gandum 50 240 15,68 
4 25 Garam, berlerang, tanah, 
dan batu, bahan pelster, 
kapur, dan semen 
3 900 231 15,09 
5 39 Plastik dan barang dari 
plastik 
30 89 5,81 
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6 38 Aneka produk kimia 100 52 3,40 
7 17  Gula dan kembang gula 8 51 3,33 
8 15 Minyak dan lemak 
hewani 
4 2 0,13 
Jumlah  2 262 1 531 100,00 
Sumber : Data Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) 
Kementrian Perdagangan RI. 
Jalur ditribusi barang ke pulau Sebatik Indonesia dari wilayah 
Indonesia lainnya kondisinya kurang baik, hal ini menyebabkan kebutuhan 
barang pokok warga sebatik Indonesia sangat tergantung pada barang 
asal Malaysia. Terdapat 8 kelompok komoditi yang dibawa responden dari 
Malaysia (impor) melalui dermaga Aji Kuning. Gas termasuk dalam 
kelompok bahan bakar mineral (HS 27) nilai impor gas tabung berukuran 
12 kg adalah yang tertinggi sebesar 602 US$ atau berperan 39,32 persen 
dari total impor melalui aji kuning. Keterbatasan kemampuan pemerintah 
menyediakan sumber energi menyebabkan seluruh pasokan gas rumah 
tangga pulau Sebatik Indonesia bargantung pada pasokan gas dari 
Malaysia. 
 Bahan bangunan merupakan produk yang bayak diimpor dari 
Malaysia, seperti seng untuk atap, semen, dan tangki dari plastik. 
Kelompok komoditi seng (HS 79) memiliki peranan 17, 24 persen 
diurutkan kedua, kelompok komoditi garam belerang, tanah, batu, semen 
(HS 25) memiliki peranan 15, 09 persen diurutkan keempat, komoditi 




 Barang pokok komsumsi yang dibawa dari Malaysia adalah beras, 
gula, dan minyak goreng. Beras termasuk dalam kelompok komoditi 
gandum (HS 10) peranannya 15,68 persen diurutkan ke tiga, gula 
termasuk komoditi gula dan kembang gula (HS 17) peranannya sebesar 
3,33 persen ke tujuh dan minyak goreng  termasuk dalam komoditi minyak 
dan lemak hewani (HS 15) pernananya  sebesar 0,13 persen diurutkan ke 
delepan. Produk pestisida dan racun pembasni gulma termasuk dalam 







Berdasarkan uraian pada hasil penelitian, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut yaitu : 
1.  Aturan hukum terhadap transaksi perdagangan di daerah perbatasan 
Indonesia – Malaysia di atur pada skala aturan perjanjian kedua negara 
di tuangkan pada Bilateral Agreement yakni Border Cross Agreement 
(BCA) dan Border Trade Agreement (BTA) dimana BCA terkait dengan 
pengaturan pergerakan lintas batas orang, sedangkan BTA ada 
hubungannya dengan pengaturan pergerakan barang yang bersifat 
lintas batas antar negara. Dalam skala nasional ada beberapa aturan 
ditetapkan pemerintah Indonesia yang mengatur perkembangan 
transaksi perdagangan yang ada di daerah perbatasan yakni diantranya 
UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan kota, UU No. 43 tahun 2008 
tentang  wilayah negara, Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 
tentang rencana tata ruang wilayah nasional, Peraturan Presiden No. 
78 tahun 2005 tentang pulau-pulau kecil terluar, Peraturan Mentri 
Perdagangan  RI No. 83/M-DES/PER/12/2012 tanggal 27 Desember 
2012 tentang ketentuan impor prodak tertentu, dan Peraturan 
Pemerintah RI No. 34/2011 tentang Anti Dumping. 
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2. Pengaruh transaksi perdagangan lintas batas terhadap negara 
perbatasan Indonesia – Malaysia di pulau Sebatik, diperoleh kenyataan 
sebagai berikut: 
a. Perdagangan di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia 
khususnya di pulau Sebatik masih di sebut pasar Tradisional 
karena sarana dan prasaranan perdagangannya yang belum 
terealisasi secara optimal dari daerah ini. 
b. Kebiasaan transaksi perdagangan di daerah perbatasan Sebatik 
sangat mempengaruhi  budaya perdagangan disana  aturan 
hukumnya dalam bertransaksi hanya bernilai RM 600 sekali jalan 
namun masyarakat di daerah perbatasan Sebatik – Tawau masih 
banyak tidak mengikuti aturan itu dan masyarakt Sebatik juga 
sering di temukan menggunakan mata uang Ringgit Malaysia 
karena nilai tukarnya lebih tinggi dibanding Rupiah Indonesa. 
c. Langkanya barang nasional yang berada di Pulau Sebatik 
sehingga masyarakat sebatik lebih senang mengambil barang 
pokok sehari-harinya di Tawau Malaysia di banding barang dari 
Nunukan atau Jawa dikarenakan aksesnya lebih murah dan cepat 
dan harga barang lebih murah dan kualitas barang lebih bagus 
dari barang nasional. 
d. Begitu pula  masyarakat Sebatik lebih tertarik menjual (ekpor) 
hasil buminya ke Tawau dikarenakan infrastruktur dan alat olahan 
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di pulau Sebatik tidak memadai dan juga masyarakt Tawau 





Adapun saran yang penulis tawarkan dalam skripsi ini berdasarkan 
hasil analisis dan penelitian adalah: 
1. Aturan hukum transaksi perdagangan lintas batas di daerah 
perbatasan perlu di tingkatkan dan pemerintah perlu bersikap tegas 
dalam Bilateral Agreement kedua negara antara Indonesia – 
Malaysia demi meningkatkan ekonomi perdagangan masyarakat di 
daerah perbatasan. 
2. Pemerintah kedua negara perlu meningkatkan pengawasan yang 
optimal dalam mengawasi pembangunan infrastruktur perdagangan 
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